




Kmtm ffimrrgmmtmn

Buku ini disusun oleh tinr Community
Empowerment Working Group WWF-lndonesia
yang berkegiatan langsung di laoangarr, dan telah
melalui beberapa tahapan. Naskah pertama
diluncurkan pada b,ulan Desernber 2004 dan
menerima masukan yang sangat berlrarga dari
narasumber yang terdiri dari wakil instansi
pemerintal'r (PHKA, Departemen Kehutanan, serla
Deparlemen Kelautan dan Perikanan), Perguruan
Tinggi, dan aktivis lapangan dari sejumlah LSM.
Telaah berikutnya dilakukan oleh staf lapangan
WWF-lndonesia di berbagai kantor daerah, yang
memberi koreksi demi perbaikan isr dan tampilan
contoh kasus dalam buku ini.

Buku ini terutama dimaksudkan sebagai buku
pegangan bagi manajemen dan staf pelaksana
kegiatan pemberdayaan masyarakat di setiap lokasi
kerja WWF-lndonesia; namun juga terbuka untuk

digunakan oleh pihak lain yang berkegratan serupa.
Penyajian sejumlah prinsip ataupun topik bahasan
dalam buku ini bukdn berupa urutan langkah
pelaksanaan kegiatan penguatan masyarakat.
Masing-masing prinsip dapat digunakan tersendiri
atau digabungkan dengan prinsip lainnya sesuai
tuntutan kondisi dan dinamika di lapangan.

Sebagai "naskah berkembang", kami percaya
bahwa buku ini tetap terbuka untuk
penyempurnaan lebih lanjut; dan masukan dari
para pemakai sesuai perkembangan dan kondisi
nyata di masyarakat sangat kami harapkan.
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kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang

telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sehingga buku
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Ucapan terima kasih iuga kami sampaikan kepada rel<an-

Penghargaan dan terima kasih yang ta(
terhingga karni haturkan kepada pimptnqrr

beserta iajaran staf dari lembaga mitrq

lndonesia, terutama Dirjen PHKA .-

Departemen Kehutanan, Unit Pelaksanq

Teknis dan Balai Taman Nasional, Pemertntq6

Daerah clan Dinas-clinas terkait. Hanyq

dengan dukungan para mitra tersebut yang memungktnkaq
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Akhirnya kamisampaikan pengliargaan paling dalam kepa6q

seluruh warga masyarakat di lokasi keria WWF-lndonesia.

Tanpa ketulusan dari penerimaan mereka, petugas lapangaq

V/\,VF-lndonesia tidak mungkin belaiar dan melaksanakaq

kegiatan konservasi bersama di lapangan.
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WWF-lndonesia

wwF-lndonesia adalah lembaga pelestarian lingkungan yang telah
trorkogiatan di lndonesia selama lebih dari 40 tahun. wwF-lndonesia
;rtliilah bagian dari keluarga wwF globalyang berkarya di lebih dari seratus
nogara, dengan dukungan dari lima juta penduduk di seluruh dunia.

Lingkup kerja konservasi wwF-lndonesia terdiri dari enam tema programatik,
yaitu: Kehutanan, spesies (Flora dan Fauna), Kelautan, perubahan lklim
dan Energi, Ekosistem Air Tawar, dan senyawa Beracun (Toxics).
Pelaksanaan program wwF-lndonesia bertumpu pada tiga pilar utama:
konservasi di lapangan, pendekatan kemitraan-ganda atau ,,multi-
stakeholders", dan penguatan masyarakat. Bentuk kegiatan yang dilakukan
dalam menangani permasalahan lingkungan mencakup komunikasi
penyadaran konservasi, kegiatan pengelolaan sumberdaya, penyelamatan
keragaman hayati dan hidupan liar serta habitatnya melalui kolaborasi
dengan para pemangku kepentingan inti setempat, serta dialog perbaikan
kebrlakan ditingkat lokal, nasional maupun internasional. Seluruh kegiatan
tersebut bertujuan untuk mencapai agenda konservasi nasional dan
kesejahteraan masyarakat, terutama penduduk lokal yang sepenuhnya
bergantung pada hasil sumberdaya alam dan lingkungan sekitar untuk
menopang kelangsungan hidupnya.

Visi & Misi \IVWF Indonesia

wwF-lndonesia menetapkan visi: "pelestarian keanekaragaman hayati
lndonesia untuk kesejahteraan generasi masa kini dan masa datang,,,
sebagai pedoman kerangka kelembagaan dan tema programatiknya.

sementara itu, dalam pelaksanaan kegiatan dan pola kerja, wwF-lndonesia
mengemban misi " Pelestarian keanekaragaman hayati dan pengurang-
an dampak dari kegiatan manusia dengan cara:

r Mempromosikan etika, kesadaran, dan kegiatan pelestarian lingkungan
di kalangan masyarhkat lndonesia;

' Memfasilitasi upaya multi-pihak untuk pelestarian keanekaragaman
hayati dan proses ekologis pada skala ekoregion;

o Melakukan advokasi kebrlakan, hukum, dan penegakan hukum sejalan
dengan upaya pelestarian Iingkungan;

n Mempromosikan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat melalui
pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan,,

Prinsip-prinsip Ponerapan Community Empawerment
dalam Agenda KonsoNasi WWF,lndonesia

Konseruasi dan Peran Masyarakat

Sumber kehidupan sebagian besar masyarakat lndonesia tergantung
atas terjaminnya akses dan kontrol mereka terhadap sumberdaya alam,
serta kelestarian maupun pemeliharaan lingkungan hidup sekitarnya.
Kenyataan ini menyebabkan pentingnya keterlibatan dan peran serta
masyarakat dalam upaya konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam,
demi menjamin hak mereka atas sumber kehidupan yang layak dan lestari,

dan untuk mencapai keadilan sosial.

WWF-lndonesia meyakini bahwa tercapainya pengelolaan sumberdaya
alam yang lestari sangat tergantung pada keterlibatan masyarakat yang
sadar akan hak dan tanggung jawabnya, serta dukungan kebijakan yang
mengatur pengelolaan sumber daya alam dan kawasan konservasi secara
adil.

Peta citra satelit tahun 2O0O menunjukkan bahwa luas hutan dan lahan
rusak di lndonesia melampaui 101 juta heKar. Darijumlah tersebut, seluas
59,62 juta hel<tar merupakan kawasan hutan, yang terdiri dari 10,52 juta

hektar hutan lindung, dan 4,69 juta hektar hutan konservasi (Purnama,

2003). Sementara itu, ancaman kerusakan serupa juga terjadi pada
sumberdaya laut. Hampir 60% persediaan ikan di laut terancam
penangkapan yang berlebihan, dan 50% habitat terumbu karang mengalami
kerusakan akibat praktik perikanan yang tidak ramah lingkungan
(WWF-lndonesia, Marine Program, 2OO4).

. Penebangan hutan secara besar-besaran di Tesso Nilo
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TAMAN NASIONAL DI INDONESIA

Kebanyakan masyarakat yang hidup dan bergantung pada sumber daya
alam masuk dalam kategori masyarakat miskin. Kondisi kemiskinan yang
telah ada diperparah dengan kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan
yang tidak lestari.

Secara nasional, sebanyak B0% masyarakat pesisir dikategorikan relatif
miskin, berpendidikan rendah dan termarjinalisasi (Deparlemen Kelautan
& Perikanan, 2003), Selain itu, sejumlah 10,2 juta jiwa dari 48,B juta jiwa
masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dikategorikan miskin
(Renstra Departemen Kehutanan, 2005). Di salah satu lokasiWWF-lndonesia
di kawasan hutan Rinjani, Pulau Lombok, 70 % dari 600 ribu jiwa penduduk
termasuk kategori miskin. Temuan lebih lanjut di lokasi ini menunjukkan
bahwa masyarakat miskin semakin dimarjinalkan oleh kebijakan yang tidak
konsisten dan ketidakadilan sosial. Untuk itu, kegiatan konservasi yang
dilakukan oleh WWF-lndonesia juga diwujudkan dengan memperkuat
masyarakat miskin dan marjinal di sekitar kawasan konservasi dalam
mengelola sumber daya alam secara lestari bagi kesejahteraan mereka.
Lebih jauh lagi, \AAIVF-Indonesia meyakini bahwa pelestarian keanekaragaman
hayati hanya dapat dicapaijika masyarakat berperanserta dalam mengelola
sumber daya alam.

WWF-lndonesia mengukuhkan program Community Empowerment
(Pemberdayaan Masyarakat) sebagai salah satu pilar utama dalam program
keqarrya secara nasional. Pada akhir tahun 2003, sekitar 57o/o dana program
WWF-lndonesia lebih terserap pada kegiatan pemberdayaan masyarakat
dan upaya perbaikan kebijakan, bukan semata-mata kegiatan konservasi
saja. Hal ini memperlihatkan bahwa WWF-lndonesia juga menyodorkan
upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya dam yang lestari sebagai
piliharr rryata yang menguntungkan bagi masyarakat dan pemerintah.
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Lokasi dimana WWF-lndonesia sebeiumnya bekerja

Lokasi kerja WWF lndonesia saat ini

Sumber: Departemen Kehutanan 2003
Prlrsip prinsip Penerapan Cammunty Empowerfrent

dalam Agenda Konseruasi WF lndonesia

. Penangkapan ikan dengan menggunakan sianida

NO, Nama Tamm Nasional /
Fulau atau Prooinsi

l"0ltrnr (ltl0lirl)kill (Ix r

L.uils kflwflriiilr

l-okasi

{Propinsi)

1 Gununq Leuser t1)1)/ 1,01)4,(;r):, tr;r

lllglJr llX),1n)(l lrir

ll){l{ir l.:l/1,.1141).ll(;/ lrir

2 Siberul lirrralra Barat

3 Kerinci Seblai Siurratra Barat, Jambl,

Benqkulu dan Sumatra Selatan

4 Bukit TiqaDUluh 2OO2:144.?2?'l\i\ Riau and Jambi

5 Tesso Nilo 2004: llU,000 tra Riarr

6 Bukit Duabelas 2OO(l iio l)OO lYr .lamf)

7 Berbak 1992 lti2 /0(l lra Jambi

Sembilanq 2001: 2011./50 lrir Sumatra Selatan
g Bukit Barisan Selatan 1982:365,000 ha LamDUnq and BenqkulL

l0 Wav Kambas I99q: 125,621 .3 lra LamDUnq

Batanq Gadis 2004: +108.000 ha SLtrnatra Utara

12 Jiunq Kulon I 992: 1 22,956 ha Banten

13 Kepulauan Seribu 2OA2: 1O7 .489 ha DKI Jakarta

14 (iununo Hal mun 1992: 40,000 ha Java Barat dan Banten

15 Gununo Gede Panoranqo 1980: 15.000 ha Java Baral

16 Kar mLrniawa 2001: 1 10,1 17.3 ha Jawa ler

17 Bromo Tenqqer Semeru 1997:54,276.2ha .iawa Timrrr

1B Meru Betiri 1 997: 58 000 ha Jawa Tlmur

19 BaLuran 1997r 25.000 ha Jawa Tlmur

2A 1992. 43.424 ha Jawa Timur

21 Gununo MeraDi 2004;6,410 ha Dl Yoqvakarta dan Jawa Tenqah

22 Grnlrno Merbabrl /2004:+5725ha Jawa Ienqah

23 GLlnunq Ciremai 2004: r 15,500 ha ,lawa Baral

24 Bali Barat 1995: 19.002.89 ha Bali

25 Gunung Rinlanj I 997: 41 .330 ha Nusa Tenqqara Balat

26 Komodo 1 9951 1 73.300 ha Nusa Tenqqara T mur

27 Manlroe! Tanah DarLl 1998: 87.984.09 ha Nusa Tenqqara T mur

2A Laiwanqi Wanqqameti 998: 47,01 4 ha Nlrsa Tenooara Timlrr

29 Kelimutu 997153565ha Nusa Tenooara Timur

30 GrnLrnal PalLrno 1990:90.000 ha Kalimantan Barat

31 DanaL Sentanrm 1999: 132.000 ha Kaiimantan Barat

32 Betunq Kerihun I 995: 800.000 ha Kalimantan Barai

BuLii Bal.a Bul.it RaVa qq2 141 OqOhA Kalimanlan Baral/Ka l"enoal-

34 Taniunq Putt nq 1996:415,040 ha Kalimantan Terqah

35 Kutai 1995: 1 98 629 ha Kalifflantan Timur

36 Kavan Mentaranq 1996: 1,360,500 ha Kalimantan Timur

3i Sebanqau 2004i r 568.700 ha Kalimantan Tenqah

Bunaken 1 99 1 | 89.065 ha Sulawesi Utara

39 Boqan Naoi Wartallone 1992 ?R7 115hA Sulawesr t Jlara dan Gorontao

40 I in.i r 19991217991 lBha Sulawes Tenoah

41 Taka Bonerate 19921 530,765 ha Sulawesi Selaian

42 Fawa Aopa Watumohai 1990: 105.194 ha Sulowesr Tenqqara

43 Keoulauan Wakatobi 2002: 1,390,000 ha Sulawesi Tenqqara

44 KeDUlauan Toqear 2004: t 362,605 ha Sulawesi Tenqah

45 'Ril 1004: I 43,750 ha Slrlawesi Selatan

Manusela 1997: T 89 000 ha Maluku

47 Akelarawe I olobala 2004: a 167.300 ha Maluku Utara

4n Tehrk Cendrawasih 2OO2: 1,453,500 ha Paoua

49 Lorentz 1997:2,450,000 ha Papua

50 Wasur '1990: 413,810 ha Papua
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l'r.rrr;r,.r'Ii;rrr "lrcrnberdayaan" yang dimaksudkan dalam buku ini ialah

I r ',(,', yi IrJ ilronL]ntun masyarakat mengenali latidirinya, membangun
I , ,l ( ,r i ,i ry; rr rtl riiri, kapasitas, tanggung jawab, dan kemampuan mengatasi
| ,r ,r I r; rr l; ri lirntangan. Dalam kaitan dengan pengelolaan sumber daya alam,
'1 rcrrlrcrriityaan" adalah kondisi di mana masyarakat dinrampukan dan

r lij; rr r rir r haknya untuk mengakses sumbrer daya alam dan memanfaatkannya
so()i.ira lestari demi kesejahteraan mereka. Proses pemberdayaan perlu
rlirlukung oleh kebijakan-kebijakan yang sesuai. Dalam hal ini masyarakat
juga diharapkan mampu melakukan advokasi kebqakan.

. rrxri i(lkirlilr kipasitas orajanisas (:Jan athiln dasar dasar pefgetnbangan
ivr'ir(lllyir []alsyarakaL d Sanqqilu. Kalmanlan Barat

ffi.m96 fr mft m wm ffi mmg mxm{m &'fi frWffi ri}rffi r;r k ;nt r$ fr il_;u $yru w-ru$,ff *,u lrm

wwF-lndonesia mengupayakar r lrcr r11rrl<rrirrr :rtils hak-hak sosial
masyarakat lokal di semua kawirsan korrsorvasi. Hal ini mengandung
himbauan agar masyarakat dan penrerintalr setenrpat dapat memiliki akses
dan merasakan manfaat dari fungsi kawasan hutan dan kekayaan alam,
sekaligus mampu bertanggung jawab atas kelestariannya. Kondisi yang
demikian diperlukan untuk menjamin adanya peluang ekonomi dan
perlindungan atas hak sosial masyarakat.

Dalam melaksanakan progrant konseryasi,
WWF-lndonesia terus berupaya agar
pemerintah dan pemangku kepentingan
lainnya mengadopsi kebijakan yang
mendukung pengelolaan l<awasan
konservasi yang berkelanjutan. Sementara
itu, diupayakan pula peningkatan peransefta

dan tanggung jawab dai pihak masyarakat
untuk kepentingan serupa. WWF-lndonesia
meyakini bahwa kegiatan konservasi oleh
dan untuk masyarakat merupakan satu-
satunya cara agar konservasi bermanfaat
bagi penduduk setempat.

WWF-lndonesia mendorong masyarakat
untuk mengembangkan pilihan sumber
pendapatan yang dapat menjamin
kehidupan yang layak dan
mempertahankan keberlanlutan sumber
daya alam. Kegiatan pemberdayaan juga
mencakup upaya peningkatan
pengetahuan serta ketrampilan lembraga
dan masyarakat lokal untuk dapat berperan
dan berpartisipasi dalam perencanaan dan
pengelolaan sumber daya alam.
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. Pelalihan gerabah TNKM
Keterangai: Pelatil )an penbLlatan gerabatl
di TN Kayan MettaraDg dengar) tet)aga perDatal
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Pada lokakarya internalWWF-lndonesia di Carita, Maret 2003 bertema
"Membuat Konservasi Bermanfaat bagi Masyarakat: Pengalaman
WWF-lndonesia Bekerjasama dengan Masyarakat di Dalam dan di Sekitar
Kawasan Konservasi", peserta berbagi pengalaman lapangan dan kemudian
menghasilkan prinsip-prinsip sebagai acuan bersama pelaksanaan kegiatan
community empowerment \///''lF-lndonesia di berbagai lokasi. Hasil lokakarya
ini merupakan bahan utama dalam penyusunan buku ini.

Dengan kehadiran buku ini diharapkan pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan masyarakat dalam program WWF-lndonesia dapat
lebih efektif, konsisten, dan sistematis. Serangkaian prinsip yang disajikan
dalam buku ini merupakan acuan dasar yang berlaku umum untuk
meningkatkan kedayagunaan dan keberhasilan kegiatan ke arah pengelolaan

sumberdaya alam yang adil dan berkelanjutan. Dalam penerapannya di
lapangan, diperlukan penyesuaian terhadap kondisi dan dinamika sosial-
ekonomi setempat.

Buku ini diperuntukkan bagi kalangan internal WWF-lndonesia, sebagai
dokumen yang terbuka untuk penyempurnaan lebih lanjut. Berdasarkan
masukan dari dinamika di lapangan, buku ini akan ditinjau kembali sewaktu-
waktu, agar buku inr membantu meningkatkan kinerja WWF-lndonesia
dalam mengatasi tantangan di masa depan.

Bagian berikut iniakan menyajikan sejLrmlah prinsip dan patokan minimum
untuk digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

::iilil,l"l,lil,"l I ll i lll i^;',liilllil,,:g*"-*'
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WWF-lndonesia mengakui serla menghormati hukum dan aturan yang
berlaku, yaitu hukum negara, hukum adat dan konvensi internasional
terkait dengan HAM, lingkungan dan konservasiyang telah diratifikasi oleh
pemerintah lndonesia. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah:

1 , Pengakuan atas hak dan kewajiban masyarakat adat atau lokal dalam
Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA).

2. Pengakuan 6tas akses pengelolaan kawasan konservasi oleh masyara-
kat sebagai pendekatan utama dalam pengelolaan kolaboratif,

3. Didorongnya penerapan asas informasi dan persetujuan dini dari
masyarakat adat atau lokal atas berbagai kegiatan yang akan dilakukan
di wilayah mereka oleh pihak pemerintah, pelaku usaha, dan pihak
lain untuk suatu kegiatan tertentu.

4. Diterapkannya mekanisme representasi yang proporsional dan keseta
raan -antara lain gender dan masyarakat lokal- yang berkeadilan ber
sama para pihak dalam melaksanakan kegiatan penguatan masyarakat.

5. Diterapkannya kegiatan Community Empowermenl sesuai dengan
peraturan-peraturan di tingkat adat dan bekerjasama dengan lembaga
lokalyang mendukung upaya penguatan masyarakat dan pengelolaan
kawasan konservasi.

6. Didorongnya penerapan prinsip kehati-hatian dan pencegahan dini
(precautionary princi ple) dalam aktivitas bersama masyarakat berkaitan
dengan fungsi kawasan konservasi.

Demokratisasi di datam il;" ;";n;;o"r" n.orir""n
Environmental issues are besl handled with the participation of all concerned citizens,
at the relevant level. At the national level, each individuat shall have approprafe access
to information concerning the environment that is held by public authorities, including
information on hazardous materials and activities in their communities, and the
oppofiunity to participate in decision making processes. States shall facilitate and
encourage public awareness and patlicipation by makng information widely available.
Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and
remedy, shall be provided. Prinsip 10 Deklarasi Rio, 1992

Masalah lingkungan sebaiknya ditangani dengan partisipasi seluruh masyarakat yang
berkepentingan pada semua jenjang. Pada tingkat nasional, setiap individu harus
mendapatkan akses informasi lingkungan yang dikelola oleh pemerintah termasuk
informasi atas bahan dan kegiatan yang membahayakan masyarakat, dan kesempatan
untuk berpadisipasi dalam pengambilan keputusan. Negara harus memfasilitasi dan
mendorong kesadaran serta partisipasi masyarakat umurr dengan menyediakan
informasi tersebar luas. Akses kepada keadilan dan proses sanksi admintstratif yang
efektif, tennasuk di dalamnya perbaikan kembali lingkungan hidup dan ganti kerugian.
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Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) sebagai contoh prinsip pengakuan
atas akses pengelolaan kawasan konservasi oleh masyarakat adaVlokal

Kawasan TNKM didiami oleh masyarakat adat Dayak yang terbagi dalam 10 wilayah

adat besar. Secara hukum adat, kawasan tersebut merupakan kawasan miltk masyarakat

adat selak turun temurun. Pada tahun 1980, kawasan tersebut ditetapkan sebagai
cagar alam. Perjuangan masyarakat adat bersama WWF lndonesia menghasilkan
suatu rekornendasi tentang perubahan status dari cagar alam menladi taman nasional
pada tahun 1 996. Masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan konservasi

diberi jaminan oleh pemerintah terhadap akses dan kontrol atas sumber daya alam
yang ada di TNKM melalui penerapan pola manajemen yang baru yaitu manalemen
kolaboratlf berbasiskan masyarakat. Pengelolaan kolaboratif adalah pengelolaan secara
bersama oleh unsur-unsur pemerinlah daerah, pusat dan masyarakat adat yang
tergabung dalam satu organisasi Forum Musyawarah Masyarakat Adat (FoMMA). Pola
pengelolaan TNKM yang di dalamnya melibatkan masyarakat adat disahkan dengan
tigaSKyangdikeluarkanpadatanggal 4April2OO2olehMenhut: SKNo.1213lKpts-
lll2002 tentang Rencana Pengelolaan TNKM, SK No.1214lKpts lll2002 tentang
Pengelolaan Kolaboratif TNKM dan SK No. 121s/Kpts lll2002 tentang Petnbentukan
Dewan Penentu Kebllakan TNKM,

Tiga surat keputusan di atas merupakan suatu perkembangan proses yang berbeda
ciari sebelLrmnva karena berisikan bentuk kelembagaan kolaboratif dalam pengelolaan

kawasan konservasi dan bentuk pengakuan atas peran serta masyarakat khususnya
rrrr:;yirrakat adat TNKM di dalam usaha pelestarian kawasan konservasi dan

lrcrrlrcrrIryltrn rrasyarakat. Namun sarnpai dengan tahun 2005 badan pengelola
lrr :hrnrlorlrollrrk schingga meninrbukan kekecewaan dari berbagai pihak khususnya
n );r;y;rrirl\i rl (l oMMA) d;rn penterintah daerah.

I Nl.,N,4 : ;r rl r; rr 1i ri l\i rwii:iiur konseruasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dikelola
i ,, .; r i I l\r )li rl )( )ri rlil r lan bc.rkeadilan ternyata menqalami kesulitan. Hal ini terjadi karena

l)r,)rir r; r lrrr lro julrnrli'ur seperti ini baru pedarna kali dilakukan sebelum ada payung
lrLrl..urn y;rrll jr;ll:; unluk rrendukung hak masyarakat adat dalam kawasan taman
r; r ;Lor r; rl. I )cr x ll u r terlritnya Peraturan Menteri Kehutanan No.1 9/2004 tentang kolaborasi,
nri rl\ir li(Jit rrrrriit kcputusan menteri tentang pengelolaan bersama di TNKM yang
Iorl;rlrrrLr pcr-iLr sr:qeramenyesuaikan dengan is Peraturan lvlenteri No.l9tersebut.
I l;rlrrlr :;rrlrr linciakan yang dapat diambil yaitu penetapan pola dan bentuk kelembagaan
y; rr tr ; I I rcrr rlx;rhatrkan karakteristik dan kebiutuhan di daerah, serta selarah pembentukan

l\irw;r;;It konservasi TNKM. Sementara badan pengelola belum terbentuk, teriadi
hr:lirl;rl'1clrl;i,rrr rialanr pengelolaan dan pembagian hak seda tanggung jawab antara
r;crrrr;r 1;lrrk pemangku kepentingan. Hal ini melemahkan dukungan masyarakat dan
l)r:rrrrl;r yirrrq belum nrerasakan manfaat langsung dari keberadaan TNKM.

. Kepa.r Adal di Krayan Hu u. sa ah salLr Kclla a Adal Bcsar d Tl'.1 Kayan l,4entarang
yang menlad anggota Fol\,4N4A.

Prinsip kehati-hatian dan pencegahan dini (Precautionary Principle)

Dalarn upaya melindungi lingkungan, pendekatan kehat -hai an dan pencegaharr r 1ir r

harus dilerapkan secara iuas oleh negara sesuar dengan kemampuan. Brla ditenrul<rrl
ancanlan yang serius atau kerusal(an yang tldak bisa dihindari, keterbatasan rrlirrr
kekurangan dukungarr bLrkti-bukli ilmiah tidak bisa diladikan alasan penundaan Lrlliryir
pencegahan terjadinya ciegradas;i/penurunan kualitas lingkungirl
Prinsip 15, Dekarasi Rio,1992.

I iir:i lr I r f , lr I f rrl | ).t ) t ) tt I ir talt I rnpowanol
lrirf A,[]r i Ii,i,,.,,ri,, lYviil !rtr[:a14



ll. Kebijakan yang Berpihak pada Konservasi dan
Pemhangunan Benkelanjutan

WWF-lndonesia beranggapan bahwa hak sosial masyarakat adat/lokal
perlu diakui dalam kebijakan yang berpihak pada pengelolaan konservasi
yang lebih adil dan efeldif ditingkat nasional dan"daerah. Program konservasi
harus memperhatikan hak masyarakal adal/lokal atas akses dan
pemanfaatan secara berkelanjutan dalam kawasan danzona penyangga.
WWF-lndonesia juga menginginkan adanya pembagian atau pemerataan
keuntungan yang transparan dan menguntungkan para pihak yang terkait
dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Untuk mendorong kondisi
tersebut prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah :

1 Adanya pola kerjasama multipihak yang bekerja pada kawasan
konservasi seperti dengan pemerintah nasional, pemerintah daerah,
LSM, pelaku usaha dan kelompok masyarakat adat/lokal.
Adanya upaya advokasi pengelolaan kolaboratif kepada penentu
kebijakan dan pihak lain, yang di dalamnya mencakup pemahaman
tentang pembagian manfaat secara adil, proses pengambilan
keputusan yang demokratis dan bertanggung jawab serta keseimbang-
an antara aspek kesejahteraan masyarakat dan pelestarian kawa-
san konservasi.
Adanya visi bersama multipihak tentang kebijakan pembangunan
berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan aspek ekologi,
sosial, ekonomi dan hukum untuk kesejahteraan masyarakat sekarang
dan generasi mendatang
Adanya upaya membangun kesepakatan penyelesaian konflik, ter-
masuk di dalamnya mekanisme dan kelembagaan, yang dapat
diterima dan dipahami oleh budaya masyarakat setempat.
Adanya kajian jasa lingkungan dan pengembangan kebijakan pem-
bayaran atas jasa-jasa lingkungan (payment for environmental
services)yang disusun dan dilaksanakan secara partisipatif dan
pendekatan multipihak.
Didorongnya kebijakan alokasi anggaran nasional dan daerah yang
berpihak pada'masyarakal miskin (pro-poor budget policy).

2.

J.

Taman Nasional Bali Barat sebagai contoh pola kerjasama multipihak

Pengelolaan Taman Nasional Bali Barat [NBB) secara bersama dianggap sebagai
pilihan yang tepat oleh para pihak terkait dalam menyelamatkan dan melestarikan
sumber daya pesisir dan laut" Dari 19.002,89 hektar luas taman nasional, 6.620 hektar
merupakan kawasan laut, di mana lokasi pesisir dan laut taman nasional ini mudah
dicapai dan berdekatan dengan banyak aktivitas masyarakat" Dengan demikian
diperlukan adanya upaya konservasi yang dilakukan secara bersama untuk
menganiisipasi aSanya ancaman kegiatan yang mengganggu kelestarian TNBB.

Pembentukan wadah kerjasama para pihak nonpemerintah atau yang disebut forum
merupakan pilihan untuk menjadi motor penggerak pengelolaan bersama di TNBB.
Forum yang merupakan perwakilan dari 1O institusi lokal didirikan padatanggal 21
Agustus 2002. Forum ini merupakan wadah kerjasama dari berbagai pemangku
kepentingan di da{am dan di sekitar kawasan TNBB yang terdiri atas desa adat, desa
dinas, kelompok-kelompok nelayan, perusahaan swasta termasuk pengelola resor
dan usaha mutiara. Dalam semua program perencanaan sampai dengan monitoring
evaluasi yang dilakukan oleh forum, peran setiap perwakilan pemangku kepentingan
adalah setara" Langkah maju yang dilakukan forum antara lain patroli bersama kawasan
laut taman nasional antara Balai rNBB dan anggota Forum Komunikasi Masyarakat
Peduli Pesisir (FKN/PP) bersih-bersih pantai secara berkala, dan wadah diskusi rutin
untuk merumuskan kegiatan pelestarian kawasan konservasi yang tepat dan upaya
pelibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan. pelaksanaan
kegiatan FKMPP didukung pendanaan dari iuran anggota forum, kontribusi dari sel<tor
swasta, dan dari beberapa donor yang lain.

F*tikan pr:lajaran dar'l tamtr:ul$Jiln ke desen

Anggota forum adalah institusi swasta dan masyarakat, bukan perorangan. Dengan
adanya perbedaan kepentingan setiap lembaga dan berganti-gantjnya kepenclurusan
di lembaga tersebut maka yang menjadi anggota forum atau orang-orang yang bekerja
di lembaga tersebut berganti-ganti pula. Akibatnya menghambat pencapaian tuluan
program forum. Untuk itu, perlu dipertimbangkan adanya pemisahan antara pengurus
harian menjadi tugas individu sesuai jabatannya, keanggotaan forum dan bahkan
pendiri forum, yang tetap sebagai perwakilan institusi. selain itu perlu adanya kesepakatan
tertulis tentang kesetaraan peran masing-masing anggota forum dan program
peningkatan kapasitas pelaksana forum agar mempunyai kapasitas dan kepercayaan
diri yang kuat dalam melaksanakan upaya konservasj kawasan.
Keberlanjutan dari forum ini ditentukan oleh tingkat konsistensi komitmen para
anggotanya, pengakuan dan penerimaan sebagai mitra yang sejajar oleh lembaga
pemerintahan di tingkat nasional maupun daerah (propinsi dan kabupaten). salah satu
yang disarankan adalah diberikannya dasar hukum formal oleh lembaga pemerintah
sebagai mitra utama forum,

4.

E

o.
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. Pertemuan FKIVIPP TN Ba i Baral

Taman Nasional Betung Kerihun sebagai contoh prinsip membangun kesepakatan

dan mekanisme penyelesaian konflik

Daerah aliran sungai Mendalam, Taman Nasional Betung Kerihun [TNB(, sarat dengan

konflik kepentingan dan klaim tata batas antar masing masing kelompok etnis, yakni

Bukat, Kayan, Taman, dan Melayu. Penyelesaian permasalahan ini sebenarnya sudah

cliinisiasi secara internal oleh tokoh{okoh adat se-DAS Mendalam, namun belum

mendapatkan hasil yang optimal, karena tidak adanya pihak yang dinilai netral dan

marnpu membantu menyelesaikan persoalan tersebut.

Untuk itu WWF-Indonesia diminta oleh masyarakat untuk memfasilitasi penyelesaian

persoalan pengelolaan sumberdaya alam. Proses tersebut dimulai dengan menggelar

serangkaian pertemuan dan lokakarya baik di kampung maupun di ibu kota kabupaten

Kapuas Hulu, Putussibau. Pertemuan bertujuan mengidentiflkasi kelayakan pembentukan

forurn. Pertemuan pertama dilaksanakan di Dusun Nanga Hovat yang berbatasan

langsung dengan kawasan TNBK, pada tanggal 1 B 1 9 Februari 2003, dan dihadiri

oleh seluruh perwakilan etnis se-DAS Mendalam

Pertemuan ini sangat bersejarah karena pertama kali selama 30 tahun terakhir

masyarakat antar etnis di kawasan ini bertemu dan duduk bersama untuk membicarakan

masalah mereka sendiri, khususnya pengelolaan SDA. Melalui proses paniang dan

melelahkan, akhirnya masyarakai menyepakatr untuk membentuk forum masyarakat

adat se-DAS Mendalam sebagai salah satu upaya mengembangkan sistem pengelolaan

SDA yang partisipatif, adil, dan berbasis pada kearifan lokal.

Keberlangsungan dan efektivitas forum sangat tergantung pada konsistensi dan

komitmen para pengurus forum dalam melaksanakan rencana kegiatan. Hal lain yang

perlu menjadi perhatian pihak Pemda dan institusi lainnya bahwa forum DAS Mendalam

mampu menjadi mitra lokal yang bisa dipercaya untuk melaksanakan kegiatan

pengelolaan SDA dan upaya mengantisipasi konflik.

wwF-lndonesia sebagai pihak yang memfasilitasi proses pembentukan forum seiak

awal perlu mendampingi masyarakat secara konslsten dan intensif agar forum dapat

mandiri.

Prnsp pr ns p renenpa r alornlrurrty Ertpawermenl
.laar Aqcodr l(orrsirvasi WWF ndonesia18 19

Kawasan hutan Gunung Rinjani sebagai contoh prinsip membangun mekanisme
pembayaran jasa lingkungan

Kawasan hutan Rinjani seluas 125 ribu hektar merupakan satu-satunya wilayalr
tangkapan dan resapan air di Pulau Lombok. Kawasan hutan Rinjani ini rnengairi
empat sungai besar, dan mensuplai 421 sumber mata air bagi 3 juta penduduk pLrlarr
Lombok. Namun degradasi lingkungan di kawasan hutan Rrnjani teiah memberikrrl
dampak terhadap ketersediaan air. Dalam lima belas tahun terakhir, 40 7o sLrrnlrr:r
mata air telah hilang atau mengalami penurunan debit air yang cukup signilik;rr,
sementara kebutuhan air terus meningkat. Krlsis air ini menimbulkan konflik sosial 11; u r

diketahui lebih dari 157 kasus pertikaian di tingkai masyarakat aclalah:rkilr;rt
permasalahan air (hasil penelitian LP3ES, 2002).

Menyadari pentingnya kawasan Rinjani sebagai daerah resapan air, wwF lndorrcr;irr
bersama Konsepsi NTB, PDAM Mataram dan pemda propinsi NTB menggirqlr;
mekanisme program pembayaran lasa lingkungan yang bertujuan untuk memL:arnilrrr r

kesepakatan bersama dalam pengembangan tanggung jawab konservasi air auri;rrir
masyarakat hulu-hilir khususnya di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Matararrr.
Guna mendukung mekanisme ini maka kajian tentang kesediaan membayar trxrrirpelanggan PDAM dan petani pemakai air dilakukan oleh pDAM dan Konsepsi. D;r,
hasil kajian diketahui bahwa masyarakat bersedia membayar Rp 1000,-/bulan/rLrrrirlr
tangga bagi upaya konservasi Rinjani. Proses lain yang sedang dibangun adalllr
mendorong legalitas formal melalui surat Keputusan Bersama (sKB) aniara BuSxrll
Lombok Barat dan walikota Mataram yang mengatur hak, tata caralmekanisirro,
lembaga pengelola dan efisiensi dan efeldifitas program jasa lingkungan. Sampai saat
ini telah disepakati tiga tahapan dalam membangun skema pembiayaan konservar;
sumberdaya air, yaitu: pengorganisasian masyarakat dan swasta dengan dukunual
pemerintah untuk membangun pemahaman tentang sumberdaya air; pembaicrian
tanggung jawab atas pelayanan air; dan skema pembayaran publik sebagai tanggirr rq
lawab perlindungan mata air. skema ini akan dilegalkan oleh perda yang secara uinL,, ir
mengatur pengelolaan jasa lingkungan, di mana 7O%o dana jasa lingkungan yantl
terkumpul akan drkembalikan ke alam, baik untuk keqiatan konservasr dan renabititasi
kawasan hutan/sumber mata air maupun untuk mendukung kesejahteraan masyaral(.rl
sekitar obyek jasa lingkungan, Pengelolaan dana jasa lingkungan menjadi tanggLrrrr;
jawab lemoaga khusus (Badan pengelota dana xonservasj) yang nerupakan pe*ckir"i ,

dari masyarakat pelanggan PDAM, perusahaan swasta, PDAM, clan pemerintalr.

Konsep Payment for Environmentat services yang dikembangkan di Kabupate,rr
Lombok Barat dan Kota Mataram adalah alternatif kebijakan untuk melakukan konseruasi
dengan pendanaan mandiri dari pengguna sDA dan lingkungan. Hal inilah yang akan
membangun suatu tanggung jawab para pengguna untuk melakukan konservasi
terhadap sDA dan lingkungan di kawasan itu. Inisiatif ini ikut menginspirasi proses
perumusan dan penyusunan kebijakan nasional yaitu Rancangan peraturan pemerintah
tentang pengelolaan Jasa Lingkungan. Untuk mengimplementasi skema pembayaran
Jasa Lingkungan secara optimal, lembaga khusus ini harus dapat melayani kepentingan
publik, dan mendapatkan komitmen para pihak untuk mengelola ketersedian air secara
berkeianlutan.

Prins p prinslp Penerapar Cantnunity Empowqnrtt
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lll. Pengelolaan SPA yang Lestari, Berkeadilan dan
Berkelanjutan

Berbeda clengan pola pemanfataan kekayaan alam yang umumnya
lrr:rlebihan, prinsip yang dikemukakan di sini lebih mempertimbangkan
daya dukung alam, menyertakan kepentingan kaum miskin, modal sosial
dan ketersediaan antar generasi.

Prinsip-prrnsip yang harus diperhatikan adalah:

1. Adanya mekanisme dan strategi untuk menjamin keberlangsungan
mata pencaharian masyarakat. Mekanisme dan strategiyang dibangun
harus disesuaikan dengan potensi dan nilai-nilai sosial budaya lokal.

2. Adanya usaha-usaha peningkatan pendapatan ekonomi yang
berkelanjutan dan signifikan untuk mengatasi kemiskinan relatif.

3. Adanya keseimbangan antara potensi dan pemanfaatan dalam
pengelolaan SDA yang lestari. Pemanfaatan ini harus berdasarkan
data potensi yang akurat dan terukur antara SDA yang diambil,
ditinggalkan, dan dikembalikan ke alam.

4. Diwujudkannya pendekatan lanskap (landscape approach) berdasarkan
kondisi spesifik lokasi untuk menjadi dasar program pembangunan
yang berdasarkan keseimbangan ekologis dan mengurangi ancaman
dari pemanfaatan SDA eksploitatif, misalnya konversi peruntukan lahan
secara besar-besaran.

5. Dilakukannya monitoring secara berkala terhadap pendapatan
masyarakat dari kegiatan pemanfaatan SDA yang lestari,

Budidaya ikan lokal di Thman Nasional Betung Kerihun sebagai contoh prinsip
adanya keseimbangan antara potensi dan pemanfaatan SDA

Masyarakat Dusun Tanjungkarang di bagian atas Danau Sadong, di penyangga kawasan
TNBK, mencoba mengatasi perambahan kawasan adatnya melalui pengembangan
budidaya ikan lokal sebagai mata pencaharian alternatif bagi masyarakat.

Melalui proses diskusi yang diinisiasi oleh Kepala Dusun Tanjungkarang, masyarakat
menyepakati untuk mengembangkan ikan Toman (Channa sp.) sebagai uji coba pertama.
Pertimbangannya,.adalah jenis ikan lokal ini mempunyai nilai jual yang tinggi" Namun
kesulitan yang dihadapi adalah masyarakat tidak menguasai teknik budidaya ikan dan
ketersediaan pakan, berupa anak ikan hidup, kurangnya.

WWF-Indonesia memfasilitasi pelatihan budidaya ikan Toman (Channa sp.) dengan
mendatangi para peternak ikan dari wilayah lain yang ada di sekitar Kecamatan putussibau.
Di samping itu, penyuluh lapangan dari Dinas Peftanian Kabupaten Kapuas Hulu ikut
memberikan masukan pengetahuan teknis.

Pada perkembangan berikutnya, ternyata ikan Toman membutuhkan pakan ikan kecil
dalam.jumlah yang besar. Hal ini mendorong nelayan untuk menangkap ikan kecil di
danau secara besar-besaran yang tidak sesuai lagi dengan keseimbangan ekologis.
Akhirnya, masyarakat sepakat untuk mengganti ikan Toman dengan jenis ikan patin
yang pakannya adalah buah-buahan dan tumbuhan yang ada di sekitar danau, sehingga
Iebih berwawasan lingkungan setempat.

Pada Agustus 2004, Danau Sadong telah ditetapkan sebagai danau lindung melalui SK
Bupati Kapuas Hulu. Saat ini pendekatan yang dilakukan oleh masyarakat Danau Sadong
telah mendapatkan dukungan dari Pemda, pihak Balai TNBK, dan berbagai kalangan
di Kapuas Hulu berupa penyediaan bibit ikan dan peningkatan kapasitas.

petikan pelajaratr dan tantansen ke depan

Terdapat dua faktor utama keberhasilan proses pengembangan mata pencarian alternatif
berbasis potensi setempat. Pedama, kepemimpinan kepala dusun yang selalu memotivasi
semangat warga masyarakatnya dan mendorong pelestarian Danau Sadong dengan
beberapa potensi ekonomi yang dimilikinya. Kedua, pentingnya kajian terhadap daya
dukung alam dan potensi dampak kegiatan. Salah satu wujud pengakuan pemerintah
atas prakarsa lokal ini adalah kunjungan Menteri Kehutanan Rl pada bulan oktober
2005 ke lokasi ini sebagai contoh pendekatan lanskap untuk mengatasi pemanfaatan
SDA secara eksploitatif .

Pr nsip p-frs p PcrHapar Catnmulily Empowermenl
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Penutupan .,*. nr"., ,"ruk keseimbangan ekologis di f.rn* rur.ion. ;";r;n", 
;

sebagai contoh pendekatan lanskap I

larnan Nasional Sebangau flNS) ditunjuk oleh pemerintah dengan Keputusan lvlenteri
Kohutanan No. 423lKpts-ll/2OO4langgal 19 Oktober 2004 dengan luasan t 568.700
heklar. Secara administratif TNS ini terletak di wilayah Kabupaten Katingan, Kabupaten
Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah. Salah satu ancaman
yang dihadapi adalah keberadaan kanal-kanal yang merusak struktur lahan gambut.

Keberadaan kanal dengan panjang 24 km, lebar 9 meter yang terletak di Dusun
Mangkok, Desa Bangah, Kabupaten Pulang Pisau membelah kawasan TNS. Kanal ini

dibangun untuk menghubungkan Sungai Sebangau dengan areal konsesi bekas Hutan
Tanaman lndustri (HTl) milik PT. Sanitra Sebangau lndah (SSl) yang rencananya semula
akan menanam HTI jelutung. Pengerukan hutan rawa gambut dimulai sejak tahun
1999/2000 sebagai akses menuju areal HTl. Hutan rawa gambut pun dieksploitasi
pohon pohon raminnya, juga berbagai jenis merantinya, setelah itu pada awal.tahun
2001 perusahaan ini lari meninggalkan kewajibannya menanam HTI jelutung.

Pembuatan kanal tersebut memberi kemudahan akses memasuki kawasan hutan rawa
gambut dan mengundang pihak luar untuk mengekploitasi kayu di hutan rawa gambut
yang masih tersisa. Adanya kanal rnenyebabkan terjadinya pengurasan air yang tersimpan
di hutan rawa gambut dan berakibat terjadinya pengeringan lahan hutan gambut,
subsidensi (penurunan permukaan tanah) serta memicu terjadinya kebakaran hutan
dan lahan di musim kemarau.

WWF-lndonesia melalui pendekatan secara padisipatif terus berupaya bernegosiasi
dengan para pekerja kayu, masyarakat sekitar dan tokoh masyarakat tentang arti
pentingnya mempertahankan kawasan TNS dari illegal logging dan ancaman kebakaran.
Upaya ini melahirkan kesepakatan kanal boleh ditutup dan penebangan dihentikan
dengan catatan masyarakat harus dilibatkan dalam pengelolaan kawasan.

Penutupan aliran kanal yang dilakukan bersama masyarakat dimulai bulan Oktober
2004 di Km 1, dan dilanjutkan pada bulan Mei 2005 di Km 10, bulan September 2005
rekonstruksi di Km 1, serta bulan November 2005 di Km 3. Penutupan ini bertujuan
untuk mengembalikan fungsi ekologis dan hidrologis hutan rawa gambut melalui
pengaturan tata air, menjaga kelembaban struktur tanah lahan gambut supaya tidak
terladi kekeringan di musim kemarau dan kebakaran hutan gambut.

Penutupan aliran kanal ini juga disertai penanaman pohon jelutung dan blangiran.
Monitoring dan penelitian berbagai aspek hidrologi dan ekologi di hutan rawa gambut
dan sekitarnya terus dilakukan. Kemudian dibangun satu buah field station berukuran
12O m2 sebagai sarana penunjang kegiatan tersebut.

Sejak dilakukan penutupan aliran kanal oleh masyarakat, lingkungan di sepanlang kanal
24 km tersebut sudah menjadi bagus, tata air terjaga bahkan kanal tersebui berfungsi
juga sebagai beje (kolam ikan). Daya tarik kawasan sebagai lokasi penelitian dan wisata
mulai terlihat. Kini sudah dapat disaksikan berbagai jenis burung di belakang pondok
jaga, Lokasi ini sangat cocok untuk pendidikan lingkungan hldup bagi pelajar dan
mahasiswa.

i
I

i

Proses pemahaman dan penggalangan dukungan dari masyarakat tentang pentingnya
upaya pengembalian fungsi ekosistem dan ekologi kawasan berjalan dengan mudah
karena berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Komitmen bersama para pihak merupakan benteng untuk mempertahankan keutuhan
kawasan dari ancaman illegal logging dan kebakaran hutan, Keterlibatan dan komitmen
para pihak ini perlu diformalkan oleh pemerintah agar peran dan tanggung jawab para
pihak lebih jelas.

!
. ..i. ..
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"Heart of Borneo"

Program Heaft of Borneo (HoB) merupakan rencana kerjasama lintas batas tiga negara
(lndonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam) dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbrangan ekosistem dan
aspek sosial budaya, ekonomi dan politik pada wilayah nasional masing-masing- Kerja
sama yang dilakukan meliputi penanganan illegal logging dan pengelolaan
keanekaragaman hayati di lintas batas, pengelolaan kawasan lindung, pengelolaan
SDA, dan mengembangkan mekanisme pendanaan lestari yang berasal dari berbagai
sumber baik dari anggaran pemerintah, pemanfaaVpengguna jasa Ingkungan, maupun
dari lembaga bantuan/donor lainnya yang tidak mengikat. Berdasarkan hasil lokakarya
nasional HoB di Jakarta tanggal 6 B Desember 2005, cakupan wilayah HoB di lndonesia
diusulkan meliputi Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Melawi (Kalbar), Katingan, Gunung
Mas, Murung Raya, Barito Utara (Kalteng), Nunukan, Malinau, dan Kutai Barat (Kaltim).

Untuk memastikan terlaksananya ker.jasama ini, maka pelibatan masyarakat melalui
proses konsultasi publik sekaligus pengakuan terhadap kearifan lokal dan akses
masyarakat menjadi prasyarat mutlak.

Pros r lr ilrilr I l1 rnrl)i\t\ Canil)1u)iLy Eanpowetrient
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lV. Pengembangan Kegiatan Ekonomi
Berbasis Konservasi

Salah satu tantangan bagiWWF-lndonesia adalah adanya jaminan manfaat
langsung kawasan konservasi bagi masyarakat setempat melalui
pengembangan kegiatan ekonomi berbasis konservasi. Prinsip-prinsip
yang harus diperhatikan dalam hal iniadalah:

Adanya penguatan jaringan informasi tentang hal teknis dan sistem
produksi antara kelompok usaha sejenis.
Didorongnya keikutsertaan masyarakat secara adil dalam jejaring
pemasaran. I
Adanya keberagaman usaha dan sumber-sumber maia pencaharian I
berdasarkan potensi lokal. I

Adanya pola usaha ekonomi masyarakat yang ramah lingkungan
dan tidak melebihi daya dukung sumber daya dam dan sosial.
Terjalinnya kemitraan antara kelompok ekonomi masyarakat dengan
pelaku usaha serta kalangan yang peduli lingkungan dan kepentingan
masyarakat.

Bedcagai kegiatan ekonomi berwawasan konservasi yang sedang dikembang-
kan di lokasi kerja WWF-lndonesia:

a. TN Kayan Mentarang: kerajinan tangan, produk pertanian dan hasil
hutan, ekowisata, Credit Union.

. Panen beras di Taman Naslonal Kayan
Mentarang

TN Ujung Kulon Micro-credit, ukiran patung badak dari kayu, ekowisata,
pembuatan krupuk dari bahan melinjo, dan industri rumah tangga gula
aren.

b.

2.

o
J.

1,
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5.
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24 25



Xt6t *^6 f;*c*g

. Sayur dari rebung yang dikeringkan

TN Betung Kerihun: Credit Union, perlanian organik, agroforestry lenis
kayu lokal), budidaya ikan air tawar, ekowisata.

d. TN Bukit Barisan: agroforestry dan pertanian organik.

e. Cagar Alam Mutis-Timau: perlanian organik dan pengandangan sapi.

f. TN Sebangau: budidaya dan pengembangan produk olahan lidah
buaya (Aloevera), kerajinan tangan, pembuatan bahan obat nyamuk
bakar dari kulit kayu gemor.

Madu hutan kawasan konservasi Tesso Nilo sebagai contoh pengembangan
kegiatan ekonomi berbasis konservasi

Masyarakat lokal di TN Tesso Nilo telah mengembangkan usaha perlindungan hutan
kepungan pohon lebah hutan (sialang) berdasarkan aturan adat dan peraturan desa.
WWF lndonesia mendukung usaha-usaha masyarakat untuk pemanfaatan potensi
madu dari pohon sialang sebagai alternatif sumber pendapatan ekonomi yang
berkesinambungan melalui kegiatan pemanenan yang lestari, pengolahan pasca panen
madu yang higienis, dan pemasaran hasil produk madu. Pemasaran telah dilakukan
ke beberapa wilayah seperti Batam, Medan, Pekanbaru, Tembilahan, Jakarta
bekerjasama de;rgan para pengecer. Pohon-pohon sialang yang dihinggapi oleh lebah
liar (Avis dorsata) adalah pohon jenis Kruing, Kempas, Ara, Kedundung Terap, Jelutung,
Meranti Batu, dan lainnya. Potensi madu ini banyak terdapat di dalam dan di luar
kawasan hutan -Ihman 

Nasional lbsso Nilo dan di hutan adat di sekitarnya. Contohnya,
di Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, terdapat 154 pohon
sialang, dan di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan
tercatat 193 pohon. Ada112 Kepala Keluargayang terlibat aldif dalam kegiatan usaha
pemanenan madu di 6 desa di Kecamatan Logas Tanah Darat dengan dukungan 16
kelompok pemanjat pohon sialang. Masa panen madu sebanyak 3-4 kali setahun dan
produksi sekitar 250-300 kilogram per pohon. Pengembangan budidaya madu Tesso
Nilo secara langsung telah meningkatkan harga jual madu masyarakat yang dulu
harganya hanya Rp SOO0/kilogram menladi Rp 12.O0O/kilogram dan luoa telah
menumbruhkan kesadaran dan komitmen perlindungan pohon sialang sebagai sumber
potensi ekonomi tambahan masyarakat melalui peraturan desa dan kesepakatan
tokoh adat.

. Pohon Sialang yang dihinggap
lebah penghasil madu.
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lJr;:rlrir rrrlcrrsilikasi pelernakan di kawasan penyangga Hutan Lindung dan Cagar
Alirrrr Mtrtis--linrau sebagai sebagian dari upaya konservasi kawasan

I li r rvirl\ [ rir];yir i rl\ilI yi r xl lirrllgal di sekitar hutan lindung dan Cagar Alam Mutts-Timau
ilr(|nriurlilitll\:ilrwilirylrlrIrulan rrnluk melakukan kegiatan gembalaternak, mengumpulkan
l\iry( rl)rl(ilr rIrr l.rcrr;rx;ok lanlrm. Kegratan kegiatan seoerti ini memberikan tekanan
lcrlri rr Ii rp lurl;ur rllut nrengancam fungsi konservasi air wilayah ini. Selain itu, masyarakat
lidak rrrondapatkarr hasil ekonomi yang signifikan karena daya tahan ternak rendah
terhadap perubahan nrusim yang menyebabkan tingginya angka kematian ternak dan
berat ternak di bawah rata-rata.

Dari permasalahan ini maka WWF-lndonesia bersama masyarakat mencoba untuk
mengatasi persoalan dengan melakukan kegiatan intensifikasi ternak dengan
pengandangan sapi di halaman rumah oleh 12 kelompok masyarakat dari l0 desa
untuk peningkatan kualitas dan nilai ternak.
Dalam hal ini yang dilakukan WWF-Indonesia:

1. Advokasi ke pemerintah agar mendukung kegiatan intensifikasi ternak dengan
menyediakan pelatihan dan investasi peralatan inseminasi.

2. Membuka potensi pasar, misalnya mengajak masyarakat untuk ikut pameran
dan memperluas jaringan penjualan sapi ke wilayah perkotaan.

Salah satu capaian intensifikasi ternak adalah harga jual ternak mengalami peningkatan
lebih dari 100 persen dan masyarakat mampu membayar kader peternakan yang
melakukan inseminasi secara mandiri. Terjadi juga penurunan jumlah ternak dr kawasan
hutan lindung dan cagar alam sebanyak 20 persen.

Fetikan 6"r*l*jarai* dftn tiiftti?n{i*n k* *e,:pan

Pengalaman kegiatan intensifikasi ternak menunjukkan bahwa upaya konservasi bisa
bersamaan dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini dimungkinkan
karena proses usaha menggunakan nilai-nilai sosial setempat, yaitu nilai kehidupan
yang mencerminkan hubungan "hutan-sapi-manusia" sebagai satu kesatuan yang saling
tergantung.

Keberhasilan bersama masyarakat dapat mengundang dukungan pemerintah kabupaten
berupa alokasi anggaran APBD untuk usaha intensifikasi ternak dan replikasi program
di kecamatan lainnya.

Upaya penyadaran konservasi harus terus menerus berjalan seiring dengan
pengembangan ekonomi dan peningkatan pemasaran untuk mendorong masyarakat
menjaga kawasan hutan Mutis-Timau.

t-
I

I

i

Meraup masa depan melalui penyulingan minyak kayu putih di raman Nasional
wasur sebagai contoh pengembangan kegiatan ekonomi berbasis konservasi

Masyarakat Kanume suku Marind terdiri dari 3 sub suku dan tinggal di 4 kampung di
dalam kawasan Taman Nasional wasur flN\A/) di Kabupaten Merauke, propinsi papua.
Mereka mengusahakan penyulingan kayu putih dari pohon kayu putih jenis Astero myfthus
simpocarpa dan Maleleuca sp (cajuputi). Kegiatan ini dilakukan oleh B kelompok
penyuling dengan pendampingan dari yayasan wasur Lestari yang melanjutkan kegiatan
wwF-lndonesia. Pendampingan yang dilakukan termasuk pelatihan dan peningkatan
ketrampilan serla pengelolaan usaha minyak kayu putih.

Proses penyulingan dimulai dari memetik langsung daun atau rantinonya. Berbeda
dengan cara terdahulu, kini masyarakat sepakat bahwa pohon tidak boleh ditebarrg,
daun tidak boleh dipetik habis, dan lokasi pengambilan dirotasi secara berkala. Hal ini
dilakukan untuk mempertimbangkan masa daun tumbuh kembali dan layak petik"
Pemerintah dusun bersama penduduk juga membuat sanksi untuk pemetik yang
melakukan penebangan yaitu tidak diperkenankan lagi mengambil daun atau memasuki
dusun/hutan tersebut.

Proses penyulingan minyak kayu putih ini melibatkan semua anggota keluarga termasuk
kaum perempuan yang dibuatkan alat penyulingan khusus. sambil nrenyuling, mereka
luga menyiapkan kemasan botol kayu putih berupa anyaman keranjang kecil dari rumput
rawa yang sudah dikeringkan, serat pelepah pisang, dan serat daun nenas. Kegratan-
kegiatan ini dapat dilakukan sambil menjaga dan menyusui anak,anak mereki yang
masih balita.

Minyak kayu putih yang siap drlual dikumpulkan di salah satu anggota kelompok penyuli.g
atau koperasi unit desa (KUD). Jika jumlah rnencapai minimum 40 liter maka dibawa
ke kantor Yayasan wasur Lestari (YWL) di Merauke untuk pengemasan. Minyak kayu
putih ini dikemas dalam botol kaca, dengan label "wALABl" Taman Nasional wasur,
dan dipasarkan melalui apotik, toko, dan hotel di Merauke. seiain itu WVL juga membantu
pemasaran ke produsen obat gosok di Jakarta sesuai pesanan.

Penyulingan ini bisa menghasilkan 30 liter/minggu dengan nilai jual Rp 30.oo0/liter.
Masyarakat bisa mengumpulkan Rp B0o-900 ribu rupiah per minggu. Mikael Ndimar,
misalnya, dapat menyekolahkan anak-anaknya sampai SMp, memiliki alat transportasi
minimum, misalnya sepeda, dan menabung secara rutin di kota Merauke yang berlarak
sekitar 60 km dari Kampung Yanggandur. Selain itu, kaum perempuan mempunyai
penghasilan dan mengatur sendiri penggunaannya.

sebagian masyarakat juga menanam anakan kayu putih di sekitar pekarangan rumah.
Ini berdampak positif karena mengurangi tingkat perburuan satwa dan penebangan
pohon ilegal di kawasan TNW.
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Kegiatan penyulingan kayu putih ini memberikan pilihan sumber penghasilan masyarakat,

seliin meramu dan berburu ke hutan. Sehingga kegiatan ini merupakan pintu masuk

yang penting untuk bermitra dengan masyarakat melakukan pelestarian pengelolaan

sumteroayJaam. Bermitra dengan organisasi lokal seperti YWL memberikan manfaat

untuk pengembangan usaha masyarakat secara optimal'

Dengan semakin meningkatnya permintaan minyak kayu putih dari wilayah ini maka

kapJsitas dan kualiias produksi harus ditingkatkan. Sementara itu, masyarakat melakukan

penyulingan minyak kayu putih masih belum rutin, tergantung pada kebutuhan uang

saat itu. Sehingga upaya untuk menjaga kapasitas produksi merupakan tantangan ke

depan. Hal larnnya adalan keslapan YWL sebagai mitra usaha masyarakat untttk

mengantisipasi situasi pasar dan menerjemahkan informasi tersebut kepada mayarakat

"Green and fair products" (produk hilau dan berkeadilan):

wwF-lndonesia, bekerjasama dengan kelompok laki-laki dan perempuan di desa-desa

di berbagai kawasan konservasi lokasi kerja wWF-lndonesia, mempromosikan dan

memasa;kan produk yang terbuat dari bahan alami setempat. Upaya ini dimaksudkan

untuk mengembangkan bersama potensi alam demi manfaat langsung bagi masyarakat.

Produk yang termasuk dalam skema "Green and Fak" "Ieriamin, dalam arti memenuhi

sejumlah knLeria dasar. Yaitu:

.l 
. Produk,,hijau,,karena berasal dari hutan, laut, dan ladang/kebun kawasan konseryasi

yang dikelola secara kolaboratif bersama masyarakat'

2. ProduK "hijarr" karena terbuat dari bahan alami yang dikumpulkan, dibudidaya dan

dipanen secara berkelanjutan.

3. Produk ,,hijau,' karena merupakan produk hasil budidaya pertanian masyarakat

setempat yang kurang atau tidak menggunakan pestisida maupun pupuk dari

bahan kimia.

produk,,berkeadilan,' karena hasil penjualannya dapat meningkatkan kehidupan

masyarakat dan mendukung upaya mereka untuk mengelola lahan dan sumber

daya alam secara hrerkelanjutan.

Produk "berkeadilan' karena semua hasil penjualannya kembali ke masyarakat

lokal dan membantu perekonomian setempat.

6. Produk ,,berkeadilan" karena clijual dengan nilai pasar yang senyatanya dan dengan

harga yang adil bagi Produsen.

7. Produk',berkeadilan" karena cara produksinya cesuai dengan kondisi setempat

clan dikelola tanpa memberatkan pihak produsen khususnya kaum perempuan

W. Wmrft$wfrpmmfr Mmuru ffimn'm$trmmrs ffifmfiqttf

Partisipasi yang dimaksudkan di sini menekankan pentingnya aspek
kemitraan dan kesetaraan peran antar para pihak. lndikator partisipasi
efektif dalam hal ini adalah berperannya masyarakat dalam proses
perencanaan dan pengambilan keputusan. Perlu dikembangkan mekanisme
yang dapat menampung aspirasi dan prakarsa masyarakat, serta
membangun pemahaman dan kesepakatan bersama untuk menjamin
keberlangsun,gan peran dan tanggung jawab masyarakat.

Prinsip-prinsip untuk menjamin pelaksanaan program yang partisipatif dan
kemitraan yang efektif di lapangan adalah sebagai berikut:

1 . Diterapkannya metode partisipatif dalam setiap kegiatan, misal PAR,

perencanaan konservasi partisipatif (PKP), dll.
2. Terbangunnya saling percaya dan saling pengakuan peran dan

3,
kapasitas antar para pihak.
Teqalinnya kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lain

yang memiliki kredibilitas dan kompetensi di bidangnya.
Adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan yang
transparan dan mudah diakses oleh publik.

PAR (Participatory Action Research) di Rinlani sebagai contoh prinsip membangun I

kemitraan untuk perencanaan partisipatif program konservasi i
I
N

Permasalahan yang sering terjadi di sekitar kawasan Gunung Rinjani adalah sengketa
antara pemerintah dan masyarakat, antar sesama warga masyarakat, dan antar instansi
pemerintah berkenaan dengan penjarahan hutan dan hasil hutan, seda pembukaan lahan-
lahan pertanian" Untuk itu WWF-lndonesia mengajak semua pemangku kepentingan yang

berkegiatan di kawasan Rinjani untuk menyusun rencana pengelolaan bersama antara
masyarakat dan pemerintah untuk kepentingan konservasi kawasan Gunung Binjani.

Sejumlah 68 lembaga terlibat dalam kegiatan ini, yang meliputi instansi pemerintah,
perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan. Tim inti pelaksana PAR Riniani terdiri
dari 15 lembaga yang dikukuhkan dengan SK Gubernur NTB. Tim inti ini bekeria dalam
bidang pdoritas tertentu, antara lain resolusi konflik, sosial ekonomi dan ekologi, pengelolaan
sumber daya alam, metode-metode partisipatif, sesuai kompetensi masing-masing.

Program PAR Rinlani berhasil mempertemukan kepentingan para pihak, membrangun
dasar informasi bersama, dan mengatur peran dan tanggung jawab para pihak, termasuk
masyarakat di B0 desa sekitar kawasan Rinjani. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu
cara untuk membangun kerjasama dan mengurangi kemungkinan sengketa sumberdaya
alam, serta menghasilkan rekomendasi zonasi Taman Nasional Rinjani.

4.
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Upaya mengurangi konflik dapat dilakukan nrelalui perencanaan bersama, di mana semua
pihak saling menerima pendapat dan memahami kepentingan pihak lain.Terwujudnya
rencana pengelolaan bersama kawasan yang dihasilkan PAR Rinlani ke dalam pelaksanaan,
masih sangat tergantung pada komitmen lebih lanjut dari para pihak.

. Parlis plrai il ri Lsyirilkat da am pemantauan pola m qrasi penyu Be mbng
(ll Woornl| Paultia.
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Pemetaan parlisipatif merupakan alat untuk mengkondisikan pengelolaan
kawasan konservasi yang efektif dengan melibatkan para pihak setempat.
Pemetaan partisipatif digunakan untuk memetakan tata guna lahan dan
sumber daya alam, dan dilakukan oleh masyarakal. Peta yang dihasilkan
menggambarkan persepsi warga masyarakat dan cara mereka mengelola
sumber daya yang ada di wilayahnya. Melalui peta ini, kemungkinan konflik
dan cara meng,atasinya dapat diidentifikasi.

Berikut beberapa lokasi di mana wwF-lndonesia memfasilrtasi masyarakat
melakukan pemetaan partisipatif :

l. Taman Nasional Lorentz
2.Taman Nasional Kayan Mentarang
3. Cagar Alam Mutis-Timau
4. Taman Nasional Kerinci Seblat
5. Pulau Serangan dan Desa Sumber Klampok-TN Bali Barat
6. Taman NasionalTesso Nilo
7 . Taman Nasional Laiwanggi Wanggameti, Sumba
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. Pemetaan partis pasif di Tesso Nllo, Rlau
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Pemetaan partisipatif di TN Lorentz

Taman Nasional Lorenz di Papua, dengan luas 2,505,600 hektar, melintasi 16 distrik di

lirna kabupaten, yaitu Jayawijaya, Mimika, Asmat, Yahukimo, dan Puncak Jaya. TN

Lorentz disahkan pada tahun 1997 dan ditunluk sebagai World Heritage Slte oleh

UNESCO pada tahun 1999.

\\WF Indonesia memfasilitasi pemetaan partisipatif bersama masyarakat di tiga wilayah

adat, yaitu Wetipo-Heselo, Siep-Asso, dan Husagama, bekeqasama dengan Dinas

Kehutanan dan Yayasan Bina Adat Welesi |YBAW). Tuiuan pemetaan antara lain adalah

mendokumentasikan batas wilayah kampung dan mengetahui potensi sumber daya
alam yang ada dalam wilayah adat. Selain itu kegiatan pemetaan juga sekaligus berlungsi

untuk memantau perusakan oleh pihak luar ataupun masyarakat sendiri. Hasil pemetaan

tersebut dapat meningkatkan posisi tawar masyarakat dan dapat digunakan sebagai
pedoman penyusunan rencana pengelolaan sumber daya alam, untuk menghindari
terjadinya konflik.

Pemetaan dilakukan dengan mengikutsertakan para prhak di tingkat kampung, wilayah

adat, kecamatan, kabupaten dan propinsi. Untuk membantu proses di lapangan, WWF-

lndonesia mengangkat koordinator kampung yang berasal dari masyarakat adat setempat
sekaligus sebagai upaya peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat adat setempat,

pi: 
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Hasil pemetaan partisipatif oleh masyarakat bermanfaat untuk mengukuhkan saling
pengertian antar kelompok masyarakat adat yang berbeda, terutama mengenai batas-
batas wiiayah antar kelompok adat. Pengakuan atas hasil pemeiaan padisipatif oleh
pihak berwenang, sebagai masukan untuk pembagian tanggung jawab pengelolaan

kawasan masih perlu upaya lebih lanjut.
Selain itu, sebelum implementasi pemetaan partisipatif perlu adanya kesepakatan dan

aturan main tentang kepemilikan dan bagaimana peta ini bisa dimanfaatkan di kemudian

hari untuk mengantisipasi pemanfaatan informasi peta potensi kekayaan alam oleh
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
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Patroli bersama di Taman Wisata Alam Laut 17 Pulau Riung sebagai contoh
terbangunnya saling percaya antar pemangku kepentingan

Taman Wisata Alam Laut (TWAL) 17 Pulau Riung adalah kawasan konseryasi seluas
12 ribu hektar yang terdiri dari Cagar Alam Laut dan Taman Wisata Laut. Potensi pesisir
dan laut di kawasan ini, seperti terumbu karang, bakau dan berbagaijenis ikan, terancam
keberlangsungannya karena penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan yang
dilakukan hampir setiap hari oleh nelayan, seperli penggunaan bom dan pengambilan
hasil laut secara liar oleh pihak luar. Penegakan hukum lemah karena tumpang tindihnya
kebijakan dan kurangnya koordinasi antar instansi yang berurenang atas pengelolaan

Melihat permasalahan di atas, WWF-lndonesta Program Nusa Tenggara membangun
komitmen dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada, BKSDA NTT ll dan masyarakat
Riung untuk melakukan pengamanan bersama kawasan konservasi" Tim Pengamanan
Terpadu Tingkat Kecamatan Riung diaktifkan kembali. Untuk menunjang kegiatan patroli,
maka Pemerintah Kabupaten Ngada dan BKSDA NTT mengalokasikan dana patroli
dan menyumbangkan 2 unit speed boat uniuk pengamanan di taman laut Riung.

Selain itu proses membangun kemitraan di antara pemangku kepentingan di Riung
dimulai melalui pendataan kembali potensi laut dan permasalahan yang ada, diikuti
dengan penyuluhan kepada masyarakat dan pemaparan kegiatan kepada pemerintah.
Kegiatan lain yang dilakukan secara bersama untuk mendukung perencanaan pengelolaan
kawasan adalah pemetaan, penanaman bakau, pemantauan kerusakan dan rehabilitasi
karang, kunjungan/studi banding, dan program pendidikan lingkungan,

Setelah kegiatan patroli dilaksanakan secara teratur selama lebih kurang 2 tahun,
diperoleh beberapa hasil sebagai berikut:

. Frekuensi pengeboman berkurang hingga 90%.

. Alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, misalnya raka, berkurang dari 10 unit
menjadi 2 unit.

. Pelaku pengeboman dan pengambrlan hasil laut tanpa ijin diproses ke pengadilan,
dan 3 kasus berakhir dengan vonis hukuman penjara.

o Tim Patroli menyelamatkan beberapa jenis mamalia laut seperti lumba-lumba dan
penyu yang diambil secara ilegal oleh nelayan ataupun yang terdampar di pulau-
pulau di taman laut Riung.

. Tirn juga mengadakan penyuluhan tentang pentingnya fungsi dan manfaat
ekosistem laut kepada para nelayan lokal maupun yang berasal dari luar.. Masyarakat tidak melakukan pengeboman lagi. Di Dusun Goloiet, Keiurahan
Nangamese bahkan ada 3 r:rang nelayan yang secara formal berjanji di hadapan
tokoh agama, pejabat pemerintah, pihak kepolisian dan masyarakat, bahwa tidak
akan melakukan kegiatan pengeboman lagi.

',:
Keterlibatan para pemangku kepentingan yang didasari oleh kesamaan visi dan diikuti
dengan penyusunan perencanaan secara bersama akan menjamin suatu proses
kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan" Petrkan pelajaran lainnya adalah data hasil
dari proses belajar dengan pendekatan ilmiah yang dipadukan denqan pemantauan
berkala membawa keberhasilan pengamanan kawasan dan proses penanganan kasus
pelanggaran secara hukum.
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Penguatan kelembagaan lokal dimaksudkan sebagai peningkatan
kemampuarr kepernimpinan dan pengorganisasian untuk membangun
rasa kepemilikan, tanggung jawab, dan tanggung gugat. Berbagi keahlian

ditujukan untuk membangun kondisi saling pengakuan atas keahlian
masing-masing pihak, saling memampukan, menumbuhkan rasa
kebersamaan.

Prinsip-rinsip yang perlu diperhatikan dalam upaya penguatan kelembagaan
dan berbagi keahlian adalah:

1. Dilaksanakannya penguatan kelembagaan terhadap kelompok
masyarakat yang telah ada, misalnya lembaga adat, kelompok
ekonomi, dan lembaga pemerintah.

Diupayakannya peningkatan kapasitas yang mengacu pada kearifan

lokal dan pengetahuan tradisional yang sudah berkembang di
masyarakat.

Terbangunnya jejaring setara antar kelompok di lokasi yang sama
atau dengan kelompok di lokasi lain sebagai wahana berbagi informasi

dan pengalaman.

Terlaksananya pelatihan dengan metode dan substansiyang tepat
sesuai kebutuhan mitra lokal, misalnya pengelolaan keuangan,
kewirausahaan, dan pengelolaan sumber daya alam.

. Sebuah smulas dentilikasi tempat pem jalran ikan atau Fish Spaw, ing Agqrcptian Stltr tSpAGS)di sekitar Tfl Bal Barat dcn.,laf mcl llaj i1, ne ayaf, l<ek)rnpok kalian d'an-LS[,4'setempat.'

Kegiatan pertanian di sekitar Taman Nasional Bukit Barisan selatan sebagai 
".";lpenguatan kelembagaan masyarakat dan berbagi keahlian

2.

.-) .

Hasil survei sosial ekonomi yano <iilakukan oleh wwF-lndonesia tahun 20oi-2002
menunjukkan bahwa masyarakat cJi 32 desa sekitar laman Nasional Bukit Barisan Selatan
[TNBBS) mempunyai tingkat keterampilan teknis budidaya perlanian yang relatif terbatas
dan tidak ramah lingkungan sehingga manfaat dan keuntungan masyarakut dari upaya
ini kurang bisa memenuhi kebutuhan hidup. selain itu, hasil penjualan panen komoditas
utama (kopi, lada) tidak cukup untuk membiayai kebutuhan para petani sampai musim
panen berikutnya. salah satu penyebab adalah mahalnya biaya produksi pertanian karena
tingginya tingkat penggunaan pupuk kimia, pestisida dan herbisida. padahal banyak
ditemukan potensi ketersediaan bahan untuk pupuk organik, namun belum drmanfaatkan.

Berdasarkan temuan tersebut maka wwF lndonesia membangun komitmen bersama
masyarakat untuk melakukan pengelolaan kebun berbasis konservasi dengan mengaktifl<an
kembali kelembagaan masyarakat berupa arisan kelompok. Upaya yang dilakukan adalah
mengembangkan pola berkebun secara agroforestry yang memadukan kegiatan beternak
kambing dengan berkebun lahe, kopi dan nilam serta pertanian organik. Untuk mendukung
pola berkebun inr, kemudian, dilakukan kegiatan pengembangan pupuk organik ya.g
berasal dari bahan baku lokal. Misalnya sekam kopi, sekam padi dan abu sekam. Keglatan
ini dimulai dengan pelatihan pembuatan pupuk organik (Bokashi) yang diikuti masyarakat
dari 6 desa. Hasil dari pembuatan pupuk organik ini dapat menekan biaya produisr dan
luga sebagai pendapatan tambahan karena pupuk organik yang dikemas dalam berbagai
ukuran laku di pasar.

Dampak konservasi dari upaya ini adalah trerkurangnya intensitas masyarakat masuk ke
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hutan untuk pengambilan has;rl hutan secara liar. selain itu kesuburan tanah meningkat I

akibat pupuk kotoran kanrbing, lerutama di lahan yang sebelumrrya tirlak pernah dilakukan ipemupukan. 
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lrroryr;rnr ckowisata bcrbasis masyarakat di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon
:;clr;r;iri <;orrtolr pcnguatan kelembagaan lokal

hrtlir rl;lrcltrwir;irlir rlr I;,urratn Nasional Ujung Kulon [NUK), Banten, merupakan satu
r;or rlolr rli rnrrrrir kclcrlihratan rrasyarakat zona penyangga memainkan peranan penting.
lol<;rklrryi.r r:kowisata di bulan November 1999 yang dihadiri oleh Balai TNUK, Pemda
KaL.rupaten Pandeglang, perwakilan masyarakat zona penyangga, penyedia jasa wisata,
dan WWF-lndonesia merupakan titik awal penerapan program ekowisata di TNUK.
Sebagai tindak lanjut dari lokakarya ini telah dibentuk dua organisasi, yaitu Koperasi
KAGUM (Koperasi Gema Umat) di Desa Taman Jaya dan Yayasan Dana Badak Ulung
Kuion.

Koperasi KAGUM DesaTaman Jaya merupakan sarana masyarakat untuk berperan aktif
dalam pengelolaan kawasan konservasi di zona penyangga melalui usaha khusus di
bidang ekowisata. Kelompok masyarakat yang didampingi termasuk kelompok pemandu
dan porter, pemilik akomodasi, kelompok jasa boga, dan kelompok kesenian. WWF
Indonesia juga mendampingi KAGUM dalam menyusun beberapa paket wisata yang
berorientasi alam di daerah semenanjung Ujung Kulon. Sedangkan Yayasan Dana Badak
merupakan penghubung koperasi KAGUM dengan institusi lain, termasuk Kementerian
Parivvisata Seni dan tsudaya. Salah satu capaian Yayasan Dana Badak adalah sebagai
mediator ke Kementerian Pariwisata Seni dan Budaya sehirrgga kementrian ini memberikan
bantuan perbaikan dermaga dan sarana penunjang kegiatan wisata lainnya sepedi
kamera.

Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan yarrg berdatangan untuk menikmati keindahan
laut, hutan, dan satwa di TNUK, semakin banyak penduduk yang bekerja sebagai
pemandu, porter, atau menyediakan akomodasi dan konsumsi bagi para wisatawan.
lMasyarakat bisa memperoleh tambahan penghasilan sekitar Rp 25.000 hingga Rp 50.000
per hari dari hasll kegiatan di sektor ekowisata ini. Adanya program ekowrsata berbasis
masyarakat ini secara tidak langsung telah mengkonservasi 48 ribu hektar kawasan laut
karena masyarakat dengan secara sadar menjaga kelestariannya. Wisatawan yang
berkunjung ke kawasan ini terdiri dari wisatawan domestik seperti kelompok pecinta
alam, mahasiswa, ataupun perorangan, dan juga wisatawan mancanegara dari Belanda,
lnggris, Jerman, dan beberapa negara lain.

Untuk menjamin kualitas pengelolaan darr paket ekowisata yang ditawarkan, maka
beberapa anggota masyarakat yang terlrbat dalarn kegiatan ini mengikuti berbagai
pelatihan seperti: manajemen koperasi dan pemandu wisata. Di samping pelatihan,
kegiatan magang juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan akomodasi
homestay dan lasa boga.
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Pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat berjalan lebih baik dengan adanya wadah
koperasi yang memiliki legalitas dan mendorong anggotanya untuk saling membantu
dalam mengembangkan kegiatan wisata. Namun demrkian, akses menuju daerah tujuan
wisata ini masih dirasa belum memadat sehingga mengurangi minat berkunjung bagi
wlsatawan, Rencana usaha fbusiress p/an) untuk l<operasi masyarakat telah dibuat
untuk menggali potensi pendapatan dari sektor wisata ini. Koperasi masyarakat harus
memiliki posisi tawar yang tinggi agar dapat bersaing dengan banyak penyedia jasa
wisata lainnya. Salah satu cara adalah dengan membuat paket wisata yang inovatif dan
dapat menjaring pdngsa pasar yang lebih besar, memberikan kemudahan reservasi, dan
menyediakan informasi lengkap tentang kegiatan wisata yang ditawarkan melalui media
cetak atau internet. Dengan berkembangnya kegiatan ekowisata, maka diperlukan pula
mekanisme pemantauan kondisi lingkungan yang lebih tepat agar dampak negatif dari
kegiatan ini dapat dihindari.

i

. Fasilitas akomodas honreslay d Taman Jaya, Ulung Ku on

l1 i, , nr r ) P\.roapar Catnn)unity Empawern)-oilt
.lii1 il ngenda Konscruas \A4,VF-lndonesia



Vll" Kearifan Lokal dan Hak Kepenrilikam Bersarma

Kearifan lokal, inovasi dan praktek-praktek lokal berperan penting dalam
pengelolaan sumber daya alam dan kawasan konservasi yang ber-
kelanjutan. Diperlukan pengakuan formal atas hak kepemilikan kearifan
lokal tersebut, untuk memperlahankan nilai, keberadaan, dan manfaatnya.

Kita mengenal adanya mekanisme untuk melindungi karya perorangan,
yaitu hak paten, hak cipta, dan merek dagang. Namun belum tersedia
mekanisme untuk melindungi hak kepemilikan bersama oleh sekelompok
masyarakat, misalnya kepemilikan hutan adat, tenis-ienis bibit lokal, atau
seni tradisional.

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan sehubungan dengan hal ini adalah:

1. Dipertimbangkan dan diakuinya kepentingan peranan kearifan lokal
dalam pelaksanaan kegiatan WWF-lndonesia di lapangan.

2. Terpadukannya kearifan lokal ke dalam sistem pengelolaan sumber
daya alam di kawasan konservasi"

3. Diupayakan adanya perlindungan atas kearifan lokal dan hak kepemi-

likan bersama.

benda yang akan difoto,

tahuan masyarakat dan penciptanya, Inlormasi penggunaan perlu dijelaskan
dan disepakati terlebih dahulu. Jika akan digunakan untuk kepentingan komer,
sial, harus adq kesepakatan prosentase pembagian keuntungan

3. Nama pencipta lagu dan gambar harus dicantumkan.
4. Nama suku/keiompok masyarakat pemilik hak cipta racikan obat, motif (misal-

nya hasil tenunan) dan lukisan harus disebutkan.
5. Hasil dari kegiatan bersama (misalnya penelitian) harus menjadi milrk bersama,

dan penggunaannya harus sepengetahuan serta tidak merugikan para pihak
yang terlibal.

6. Menghormati dan mengakui batas-batas wilayah adal serta sumber day,a 61r,
di dalamnya, sebagaimana yang diketahui dan dikelola oleh masyarakat adal

Prhsip pr nsip Penerapan Conilrilnity Empowenucnl
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Lagu rakyat untuk penyadaran konservasi di Taman Nasional Betung Kerihun,
Kalimantan Barat, sebagai contoh peran kearifan lokal dalam memasyarakatkan
pengelolaan sumber daya alam yang lestari

lnformasi mengenai konsep pengelolaan sumber daya alam di kawasan konservasi serta
nilai dan manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia sering kurang tersosialisasikan.
Hal ini terjadi di lingkungan masyarakat ramambaloh yang tinggal di kawasan penyangga
Taman Nasionai Betung Kerihun (TNBK). Akibatnya antara lain ialah banyak warga
masyarakat yang tidak mengetahui batas antara taman nasional dan wilayah adat, serta
ketidakjelasan pergbagian hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan kawasan
konservasi. Dengan demikian, upaya penegakan hukum oleh petugas dari Balai INBK
ditafsirkan sebagai kesewenangan. Masyarakat setempat juga beranggapan bahwa
praktek pengelolaan sumber daya alam tidak mempunyai konsekuensi hukum. Akibatnya,
pengakuan terhadap keberadaan dan nilai penting TNBK sangat minim di kalangan
masyarakat.

Menyikapi hal ini, beberapa tokoh masyarakat dengan didukung oieh aparat Kecamatan
Embaloh Hulu, desa, dusun, dan WWF-lndonesia mengupayakan cara penyelesaian
masalah melalui cara-cara damai. setelah beberapa kali pertemuan, disepakati untuk
mengembangkan seni musik tradisional dan menggunakan lagu rakyat sebagai salah
satu cara memasyarakatkan pentingnya pengelolaaan sumber daya alam yang
berkelanjutan. Upaya penggalian dan pendokumentasian kembali budaya dan lagu rakyat
Tamambaloh akhirnya mendatangkan dukungan dari berbagai pihak. wwF-lndonesia
bekerjasama dengan organisasi setempat bernama sanggar Aruwe mengupayakan agar
warga Tamambaloh berperan sebanyak mungkin, untuk melengkapi informasi budaya
mereka. Direncanakan bahwa rekaman lagu rakyat dengan iringan musik tradisional
Tamambaloh akan diproduksi untuk disebarkan ke masyarakat umum.

Ilstikarr p*tra-iaralr *ai: tantai:gna* k* fi*p**

Penggalian budaya tradisional yang dekat di hati masyarakat dapat merupakan cara
yang mudah diterima untuk memperkenalkan konsep baru, misalnya taman nasional.
Hal ini sekaligus juga mengukuhkan kembali kesadaran untuk mempertahakan tatanan
sosial-budaya yang terbukti mampu mempertemukan kepentingan yang beragam di
kalangan masyarakat. Masih perlu diupayakan agar masyarakat dapat memperoleh dana
dari usaha pengembangan musik/lagu rakyat, yang digunakan kembali untuk mendukung
kegiatan pelestarian lingkungan setempat.
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Penyu Belimbing sebagai identitas Masyarakat Nu Fit di Pulau Kei Kecil Barat,
Maluku Tenggara, sebagai contoh prinsip "diintegrasikannya kearifan lokal ke
dalam sistem pengelolaan sumber daya alam"

Masyarakat Pulau Kei percaya bahwa Penyu Belimbing atau dalam bahasa lokal disebut
Tabob diyakini sebagai identitas diri dan perdamaian yang diturunkan dari nenek moyang.

Legenda menceritakan bahwa Panglima Perang Kei menerima Tabob dan ikan sebagai

tanda damai dari masyarakat Papua. Sebagai tanda damai maka Tabob dianggap sebagai

makanan pusaka dari nenek moyang yang hanya dikonsumsi secara bersama pada

upacara khusus, dan tidak boleh diperiualbelikan. Jika ditemukan masyarakat
memperjualbelikan Tabob maka sanksi sosial akan diterapkan. Masyarakat Kei masih

sangat takut pada hukum adat yang berlaku sehingga tidak ada yang memperjualbelikan

Tabob.

Dulunya ada beberapa peraturan dalam perburuan tradisional ini, misalnya, Tabob yang

memiliki ciri garis putih di kepala tidak boleh ditangkap karena merupakan pemimpin

Tabob. Selanjutnya, hanya dapat ditangkap jika kehabisan bekal ketika berburu, dan
hanya oranq 'bersih' yang bisa melakukan perburuan.

Pergeseran dari identitas kolektif menjadi kebanggaan atas identitas diri dan keyakinan

bahwa hanya orang 'bersih' yang bisa menangkap Tabob, maka seseorang yang ingin

membuktikan dirinya 'bersih' akan melakukan perburuan Tabob. Selain hal diatas, iika
masyarakat tidak mempunyai kesibukan maka mereka cenderung melakukan perburuan.

Perburuan tradisional yang dilakukan secara individu ini cenderung meningkat.

Untuk mengatasi hal ini, kegiatan jangka pendek adalah upaya untuk membuat kelompok
muda yang sering melakuan perburuan sibuk pada bulan November hingga bulan
Januari melalui kegiatan sosial yang melibatkan banyak orang dan dalam waktu lama.

Misalnya pertandingan Sepak Bola Nu Fit Cup. Alasan dilakukannya kegiatan pada bulan-

bulan ini adalah karena bulan perburuan di mana Tabob banyak berenang di sekitar
P Kei akibat pengaruh arus yang membawa sumber makanan Tabob.

Sedangkan upaya jangka panjang adalah meningkatkan kembali peraturan adat tentang
Tabob sebagai identitas dan hanya boleh dikonsumsi pada acara khusus secara kolektif.

Hal ini untuk mengurangi perburuan individual, dan iumlah tabob yang dibunuh dapat
dimonitor. Peraturan adat ini kemudian dilegalkan secara hukum sebagai upaya untuk
menghadapi tantangan dari luar dan hukum administrasi.

P*{:ikan pe}aiaran d;in tari*rn$en k* d*pan

Kegiatan sosial mampu menjadi insentif sebagai upaya untuk mengadopsi nilai-nilai
konservasi dan mengurangi perburuan. Kegiatan sosial itu adalah olahraga, festival,
kegiatan keagamaan.

Revitalisasi peraturan adat bisa sangat efektif untuk mengubah perilaku individu dan
mendukung nilai nilai konservasi.
Mengesahkan peraturan adat dalam rangka hukum positif/formal perlu sebagai
upaya untuk menghadapi dinamika hukum administrasi negara, Misalnya Perda.

Vlll. KelornpCIk Masyarakat Rentan

Kelompok masyarakat rentan adalah mereka yang tersingkir dari sistem
sosial, ekonomi dan unsur budaya tertentu, yaitu kaum perempuan,
orangtua, kalangan miskin, dan kelompok adat.

Program lapangan WWF-lndonesia mengupayakan penguatan kelompok
masyarakat rentan tersebut, agar mereka mempunyai posisi tawar yang
lebih baik dan mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi
dan budaya. Prinsip-prisip yang harus diperhatikan dalam kegiatan adalah:

1 . Adanya kesetaraan dan keseimbangan jender, yang menuju ke peng-
arusutamaan jender dalam kebijakan.

2. Tercapainya kebijakan dan pengalokasian anggaran yang memihak
kaum miskin.

3, Adanya partisipasi at<tif kelompok masyarakat rentan dalam perencana-
an, pelaksanaan, pemantauan, dan pembagian manfaat kegiatan.

4. Dihindarinya kegiatan yang dampaknya mungkin akan menambah
beban kelompok rentan.

-ffiffi ;il;;s"; b"si k"r.rp.ffi.'.d#;1,ffi;kd;;iffi#;*l
Nasional Bali Barat sebagai contoh prinsip penguatan kaum perempuan 

N

I

Kegiatan budidaya rumput laut awalnya diiujukan bagi kelompok nelayan yang notabene ]
beranggotakan kaum laki-laki. Namun WWF-lndonesia mengajak para ibu untuk ambil {

bagian dalam program karena kenyataannya para istri nelayan atau anggota keluarga I
perempuan lainnya juga ikut dalam proses penanaman, dimulai dari persiapan, mengikat I

dan membawa ke laut. Dalam perkembangan selanjutnya, kaum ibu yang pada awalnya I

hanya sebagai pengikut telah membentuk kelompok sendiri terutama untuk kegiatan 
Ipaska panen. 
I

Kaum ibu yang aKif dalam kegiatan pengolahan makanan berbahan dasar rumput laut I

di sekitar Taman Nasional Bali Barat [NBB) bersepakat untuk mendirikan empat kelompok i
pada akhir tahun 2004. Berdirinya kelompok perempuan ini diperlukan sebagai aktualisasi i
diri dan peran seda kemampuan mereka dalam menambah penghasilan keluarga dan
juga sebagai pelaku pelestari lingkungan. Dengan adanya kelompok ini maka para ibu
mempunyai wadah diskusi dan berbagi aspirasi tentang kegiatan pengolahan dan
pemasaran produk makanan dari rumput laut serla kegiatan lainnya. Kelompok juga
berperan sebagai arena diskusi pengembangan kegiatan yang ramah lingkungan yang
kemudian disuarakan melalui FKMPP (Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pesisir)
sebuah wadah diskusi masyarakat di Bali Barat.

fit*tikan p*lni,rrar: r.larr tan1enE*m kes r]eii:alr

Pengembangan kegiatan ekonomi harus diiringi dengan peningkatan kapasitas organisasi
untuk menjamin pencapaian tujuan bersama dan keberlanjutan kelompok. Misalnya,
ketika produk olahan makanan telah masuk dalam mekanisme pasar, kelompok harus
memisahkan antara tugas produksi dan penlualan. Hal ini dilakukan agar kaum ibu yang

j bertugas produksr tidak terbebani dengan tugas penjualan prociuk.

Prrs p prfrsip lrenerapan Conimunity Enpawement
dalam Agencia KonseNasi \\\ryF lndonesla

l\ r,rit, trir!p trerrerapan Comn)unity Empowermenl
(hlom Agenda Konservasi \^ryF-lndonesia
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. Ke ompok lbu lbu yang
mendukung kegiatan rumput laut

d muLai dari proses penanaman
hingga pengolahan paska panen.

Kelompok pengrajin Taman Nasional Kayan Mentarang sebagai contoh prinsip
adanya partisipasi aktif kelompok rentan dalam perencanaan dan implementasi
kegiatan

WWF-lndonesia mendukung masyarakat sekitar Taman Nasional Kayan Mentarang

[NKM) mengembangkan produksi dan pemasaran kerajinan anyaman yang terbuat dari

bahan alami setempat dan telah dilakukan turun temurun. Kelompok kaum ibu yang

terlibat dalam kegiatan ini pada mulanya hanya satu kelompok, dan dalam waktu dua
tahun berkembang menjadi tujuh kelompok yang tersebar di beberapa daerah di TNKM.
Pemblentukan kelompok telah mendorong terjadinya produksi anyaman yang lebih rutin

dan kualitas yang lebih baik. Kelompok juga telah mengatur sistem pelatihan dan
peningkatan kemampuan secara intern antar generasi, maupun kun.iung silang antar
kelompok. Hasil penjualan barang kerajinan telah membantu ekonomi rumah tangga,

dan secara khusus menghasilkan pendapatan tambahan bagi kaum ibu.

$setilqer: 6:*ia.|aram dmil t;:urtarrga;"1 k* d*pan

Pemasaran hasil kerajinan tidak mudah karena tingginya persaingan dan produk mudah
ditiru. Kemampuan bersaing kelompok ini dapat dibantu dengan beberapa cara, antara
lain menjaga kualitas produk tetap baik, dan pengakuan hasil keraiinan sebagai produk
"green & fair".

. Keglatan kelompok perempuan
pengrajin di TNKNI

Prinsip prnsip Penerapar\ Coffmurrty Entpowerment
alalam Aqenda Konseruas WWF lndonesa44
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i Pelibatan Koperasi Peran serta Masyarakat (KOPERMAS) dalam pengelolaan hutan
; secara lestari di Papua sebagai contoh penguatan peran kelompok masyarakat
i adat
i

i seperti halnya di wilayah lain di Indonesia, pengusahaan hutan di papua melalui Hak
I Pengusahaan Hutan (HPH) dan ljin usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (lUpHHl! telah

i berlangsung seiak tahun i970-an. Fakta menuniukkan bahwa sistem pengusahaan

i hutan melalui HPH/IUPHHK tidak memberikan iaminan atas kelestarian hutan, dan
i cenderung menyingkirkan masyarakat pemilik hak ulayat (masyarakat adat) dari sumber
I daya alam yang telah mereka miliki turun-temurun. pengelolaan hutan oleh HpH telah
j mengisolasi hak dan akses n'asyarakat adat atas sumber daya alam yang selama ini
t menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Masyarakat adat hanya menjadi fienonton di

tengah tengah kekayaan sumber daya alam miliknva.

sebagai wujud kepedulian, pemerintah daerah memfasilitasi pemberian izin kepada
masyarakat adat dalam bentuk lzin pemungutan Kayu Masyarakat Adat (lpK-MA) guna
meningkatkan ekonomi keluarga. selain itu, dalam era otonomi khusus pemerintahluga
memberikan hak pengelolaan hutan kepada masyarakat adat, yaitu lzin Hak pemanfaatan
Hasil Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat (lHpHHlvHA). KOPERMAS sebagai unit usaha
berbadan hukum dipilih untuk melaksanakan pengusahaan hasil hutan dengan izin yang
diterbitkan oleh Dinas Koperasi pKM provinsi papua. Hasil evaluasi atas pemberian lpK
MA dan pengelolaan hutan oleh KOPERMAS menunjukkan bahwa pemungutan kayu
dan pengelolaan hutan oleh masyarakat adat belum menjamin kelestarian hu1an. Hal ini
drtemukan melalui penelitian selama 2 tahun oleh !\l,A/F-lndonesia terhadap KopERMAS
Tang Tey. Untuk meningkatkan kesadaran konservasi, wwF-lndonesia melaksanakan
pelatihan sebagai upaya peningkatan kapasitas masyarakat adat di KopERMAS Tang
Tey.

i il*tikmn ;"r*mhnl*j;*nan diiiil {*i.ltiiirgitn k* *.*p;ln
I

i Pengrkutsertaan masyarakat adat dalam hak pengelolaan hutan perlu didampingi dengan

I penyadaran konservasi, demi tercapainya pola pengelolaan hutan yang lestari. Hasili penelitian menunjukkan bahwa kelompok masyarakat renLan mudan terkecoh alas ianji
i janji berupa pembagian keuntungan yang dapat diperoleh dengan cepat.
t

I I |r lr lrrfril) I tr]erapan Cafinnunity Enpawernent
(liilarn ngenda Kofservasi WWF-lndofesa



lX. Tanggung Jawah dan Thnggung Gugat

Dalam menyelenggarakan kegiatan, WWF-lndonesia berperan sebagai

pendamping masyarakat menuju kemandirian, serta mengupayakan

perbaikan kebrlakan agar lebih menjamin keberlangsungan kegiatan ekonomi

masyarakat yang sejalan dengan pelestarian sumberdaya alam. Beberapa

prinsip yang harus diperhatikan dalam kaitan ini adalah:

1. Terjadinya mediasi antara masyarakat dengan pembuat kebijakan

dalam upaya mempengaruhi kebrlakan demi tercapainya pengelolaan

sumberdaya alam Yang lestari.

2. Tergalangnya kerjasama dengan organisasi masyarakat, instansi

pemerintah, dan pelaku usaha setempat demi peningkatan manfaat

sosial ekonomi dari upaya konservasi.

3. Terjalinnya kerjasama dan pembagian peran yang ielas dengan

mitra yang relevan, untuk menghindari kemungkinan konflik serta

meningkatkan tanggung jawab dan rasa kepemilikan bersama atas

kegiatan di lapangan.

4. Diterapkannya prinsip tanggung gugat secara transparan atas

seluruh proses pelaksanaan kegiatan di lokasi.

5. Dilakukannya penjajagan kebutuhan secara partisipatif dan dilengkapi

data awal yang akurat sebelum pelaksanaan setiap kegiatan.

6, Adanya pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala

bersama para mitra, untuk mengidentifikasi keberhasilan dan

kelemahan pelaksanaan program. Hasil pemantauan dan evaluasi

digunakan sebagai masukan untuk penyempurnaan strategi
pelaksanaan kegiatan di lapangan.

7. Disiapkannya proses pengakhiran kegiatan sesuai dengan kondisi

lokasi, yang indikatornya disepakati bersama para mitra sejak awal,

demi meniamin keberlanjutan program. Strategi pengakhiran kegiatan

pedu memperhatikan penyiapan lembaga lokalyang kompeten dan

bertanggung jawdb untuk melanjutkan kegiatan, dan pengembangan

mekanisme pendanaan lestari bagi lembaga terpilih, khususnya pada

tahap transisi.

Produk patung Badak Jawa, "dari hutan Ujung Kulon ke hotel di perkotaan",
sebagai contoh kemandirian dan proses pengakhiran program lapangan

Sejak tahun 1995, WWF-lndonesia melaksanakan program peningkatan kesejahteraan
penduduk miskin di kawasan penyangga Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Desa
yang berbatasan langsung dengan kawasan penyangga TNUK dipilih sebagai lokasi
pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat. Melalui evaluasi yang dilakukan setelah
tiga tahun pertama, kegiatan ini dipertajam dengan pelibatan kaum perempuan dan
penyempurnaanrdata awal sosial ekonomi dan budaya di lokasi, WWF-lndonesia
mempersiapkan proses pengakhiran program dengan meningkatkan kesadaran konservasi,
kemampuan menjalankan kegiatan ekonomi, dan membangun kemitraan dengan pihak
Iain secara mandiri.

Pengembangan keorganisasian kegiatan ekonomi berbasis sumber daya setempat,
terutama di bidang kerajinan, seni tradisional, pertanian hortikultura dan ekonomi rumah
tangga merupakan fokus kegiatan pada tahap awal kegiatan yang dilakukan di penyangga
TNUK" Peningkatan ketrampilan melalui pelatihan dan pendampingan tenaga lapangan
dilaksanakan sejalan dengan upaya peningkatan manfaat ekonomi dan penyadaran
konservasi kelompok dampingan. Padatahap kelompok dampingan mulai stabil berproduksi
dengan menggunakan modal awal dari dana program, WWF-Indonesia membantu
pemasaran produk dan jasa yang ditawarkan ke plhak luar.

Kemandirian kelompok dampingan mulai terlihat dari kemampuan mereka mengelola
kegiatan ekonomi dan pengembangan produk yang ramah lingkungan. Kelompok yang
dikelola masyarakat dengan sistem koperasi juga mampu mengatur pengembalian modal
usaha dan penyediaan pinjaman dana bagi para anggotanya. Kerjasama dan koordinasi
antar kelompok dampingan (penggabungan jasa homestay dengan penyediaan
makanan/catering dan pertunjukan seni) dilaksanakan dalam naungan koperasi. Kerjasama
usaha dengan pihak luar dilaksanakan secara mandiri oleh kelompok dampingan, misalnya
kerjasama antara kelompok pengrajin patung di Desa Cibadak dengan kelompok pembalik
di Desa Tangkilsari-Banten serta kerjasama koperasi dengan agen perjalanan di Jakarta
untuk promosi ekowisata. Kelompok pengrajin di desa kawasan penyangga Ujung Kulon
juga telah mampu melakukan pemasaran dan penjualan sendiri. Saat ini kelompok
pengrajin menjalin jaringan pemasaran dengan beberapa pengelola hotel darl wisa[a di

Ujung Kulon dan Jakarla, dan secara berkala mengirimkan produk patunll badak kr:

hotel-hotel dan tempat penjualan yang lain.

Prinslp prinsip Penerapan Can m unity bnpow erm e nt
daam Aqenda Konseruas WWF- ndonesa46
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Kelompok yang didampingi di kawasan penyangga TNUK berhasil rnengembangkan
kegiatan ekonomi yang lebih ramah lingkungan dengan memanfaatkan potensi yang ada
di dalam desanya sendiri. Perambahan ke kawasan konservasi rNUK berkurang, bahkan
masyarakat berperan mempromosikan konservasi, misalnya melalui konsep ekowisata.
Pendampingan kelompok masyarakat perlu mempertimbangkan keberlanlutan
kepemimpinan dengan menyiapkan caion pemimpin di kalangan masyarakat sendiri.
Tersedianya sistem pengorganisasian yang men.lamin keberlanjutan kegiatan ekonomi,
konservasi, dan pengaturan dana mancliri disertai kesiapan pergantian pemimpin
merupakan kunci keberhasilan untuk strategi phasing-out, Tantangan yang masih dihadap
antara lain adalah upaya ke arah pengakuan hak cipta untuk kegiatan ekonomi dengan
ciri khas setempat, misalnya patung badak dan motif batik patung badak. Kelompok
pengrajin juga menghadapi tantangan mencari sumber bahan baku kayu yang memiliki
surat ijin atau sertifikasi, untuk menghindari dampak negatif atas pemanfaatan hasil kayu
dari hutan.

. Kegiatan nrenguki-patuno baditk

#orlr rm unrfy ffirmpm M/e rrm eri f Worktmg ffi ro up (C EWG )
WdWF-lmdtlmesla

Community Empowerment Working Group adalah kelonrpok l<crir I y; rr rr I

bertujuan untuk secara lebih sisternatis dan analitis nrcnrlr;rlr;r:r,
mengembangkan dan memajukan kegiatan keterlibatan rlar) lrcrrrrrrr
rnasyarakat dalam agenda konservasi serta manfaat konservl[;i trr rlrrl.
masyarakat di seluruh program-program dan proyek li.rplrrrr;;rrr
WWF-lndonesia. Community Empawerment adalah salah satLt "./()iir;
cutting issue" yang berkaitan dengan keberadaan, kehidupan rtrn lrrl.
masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan konservasi/lirrr I r r, I

Kelompok kerja ini terbentuk pada akhir tahun 2002 dan telah menclkrxrrr lirrir

satu lokakarya di tingkat nasional, "Pengalaman WWF-lncjol(jr;rir
Bekerjasama dengan Masya-rakat di Dalam dan di sekitar Kaw;l;rrn
Konservasi," Carita, 1B-21 Maret 2003. Kelompok kerja irri meru;.rrrkrrr r

cikal bakal terbentuknya Community Empowerment Unrf di wwF-lncjonor;iir

lstilah 'bommunity empowerment" dipilih sebagai istilah sementara (jirlirl
Bahasa lnggris untuk menunjukkan proses "em - poweringl" masyartrl<r r I

atau proses dan kondlsi yang memungkinkan masyarakat mempLrrryr ri

kesempatan, kemampuan, dan hak sehingga dapat ikut serta dalirrl
pengelolaan sumber daya alam dan untuk mendapatkan keuntunqan rirrri
konservasi.

Diharapkan dengan terbentuknya kelompok keqa tersebut agenda konseryi *;i
wwF-lndonesia akan menjadi lebih kuat dalam mengatasi potensr konllik
kepentingan ekonomi dan sosial dr lapangan, serta mendukLrnrl
pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Lebih dari itu, WWF-lndoncr;i;r
sudah mengambil inisiatif untuk membentuk jaringan kerja comrnLtrtity
Empowerment ditingkat regional dengan perlimbangan bahwa keberhasilru r

agenda konservasi ke depan dan dengan skala besar akan sartrlirt
tergantung "delivery" atau kemampuan organisasi konservasi cialarn
"successfully support and push" pola ekonomi yang berkelanjLrtarr,
berkeadilan sosial, perlindungan hak akses dan kontrol terhadap SDA,
dan pengelolaan yang berkelanjutan, dan sistim pembiayaan yang manciiri.

' r[{) l) rfp \rrtii]ir {tln)nurlr'Etnpavr'e|t)t1l
irl.L r Al. tir ( rrix-. !i:. WWt ndo r.s. *rr5p t) f:;l) lr.ric irpiltl)ttr)ttillr I ttt \\t lt , I
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